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ABSTRAK 
 
Muh. Ricky Subarkah, B11113318, Tinjauan yuridis terhadap 
Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan 
Narkotika, Dibimbing oleh Muhadar selaku Pembimbing I dan 
Haeranah selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator disparitas pidana 
dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan faktor-faktor 
penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika.  
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sunguminasa. Penulis 
memperoleh data dengan melakukan wawancara dengan narasumber, dan 
mengambil data langsung dari Panitera muda hukum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa, serta mengambil data yang relevan dengan penelitian. 
Hasil penelitian penulis menunjukkan disparitas pidana dalam 
perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan indikator-
indikator yang telah ditetapkan seperti pelaku tindak pidana, objek tindak 
pidana dan tindak pidana itu sendiri masih menimbulkan adanya disparitas 
pidana, itu terlihat melalui perbedaan kuantitas pemidanaan dalam putusan 
perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Hasil penelitian lainnya 
adalah faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara 
tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu sistem hukum dan falsafah 
pemidanaan; disparitas pidana yang bersumber dari majelis hakim; serta 
disparitas pidana yang bersumber dari terdakwa.  
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ABSTRACT 
 
Muh. Ricky Subarkah, B11113318, Judicial Review of the Criminal 
Disparity in Case Crime abuse of Narcotics, Guided by Muhadar as 
Supervisor I and Haeranah as Advisor II. 
This study aims to determine the indicators of criminal disparity in 
criminal abuse of narcotics and the factors that cause criminal disparity in 
criminal abuse of narcotics. 
This research was conducted in the District Court Sunguminasa. The 
author obtained data by conducting interviews with sources, and retrieve 
data directly from the law of the District Court Clerk Sungguminasa young, 
as well as retrieve data relevant to the study. 
The results of the study authors indicate criminal disparity in criminal 
abuse of narcotics with indicators that have been defined as criminal, the 
object of a crime and a criminal act itself still cause criminal disparities, it 
looks through difference quantity of punishment in the decision on criminal 
case of abuse narcotics. Other research results are the factors that cause 
criminal disparity in criminal abuse of narcotics, namely the legal system 
and the philosophy of punishment; criminal disparity that comes from the 
judges; as well as criminal disparity that comes from the defendant.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar belakang Masalah 
Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang 
melanda dunia berimbas juga ke tanah air, perkembangannya begitu pesat 
sehingga sangat mengkhawatirkan. Wilayah Indonesia yang sangat luas 
dan terdiri dari 17 ribu pulau di tambah dengan jumlah populasi penduduk 
Indonesia yang besar sekitar 250 juta, bagi pasar narkotika adalah pasar 
yang luar biasa menjanjikan. inilah yang menarik para mafia narkotika luar 
negeri beramai-ramai menyerbu Indonesia dengan berbagai cara.  
Ribuan pulau yang tersebar yang dimiliki Indonesia rupanya 
dimanfaatkan menjadi titik masuk yang strategis bagi mafia narkotika untuk 
memasukkan barang haram tersebut ke dalam wilayah Indonesia. Hasilnya 
Narkotika tidak hanya melanda ibukota ataupun kota-kota besar saja tapi 
juga sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan dan telah 
mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat kasus 
penyalahgunaan Narkotika. 
Narkotika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat 
Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan 
malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, universitas, ke 
sekolah-sekolah, rumah kost, dan bahkan di lingkungan rumah tangga. 
Korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin bertambah dan 
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tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu saja, 
mengingat harganya yang relatif tinggi, tetapi juga sudah merambah ke 
kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena 
Narkotika memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal hingga 
paling murah. 
Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran 
Narkotika akhir-akhir ini, telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, 
sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Karena 
penyalahgunaan narkotika bukan hanya orang dewasa, mahasiswa, tetapi 
juga pelajar SMU sampai pelajar setingkat SD. Karena remaja merupakan 
golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika, selain memiliki 
sifat dinamis, energik, remaja juga memiliki sifat selalu ingin tahu. Inilah 
yang meyebabkan mereka mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan 
narkotika.  
Kondisi tersebut yang menjadi dasar pemerintah menetapkan 
“Indonesia darurat narkotika”. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diharapkan mampu mengatasi 
permasalahan-permasalahan yang terkait dengan norkotika di Indonesia,  
baik bagi pelaku ataupun korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. 
Narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), 
sehingga pemberantasannya pun memerlukan proses yang luar biasa. 
Salah satu aspek penting dalam pemberantasan narkotika ini adalah proses 
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penegakan hukumnya. Proses penegakan hukum dalam memberantas 
narkotika harus dilakukan secara teliti, dan komprehensif dengan 
memperhatiakan fakta-fakta yuridis yang ada di persidangan, sehingga 
putusan akhir yang diberikan hakim dapat mencerminkan penegakan 
hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan memiliki kepastian hukum 
bagi bangsa dan negara. 
Namun, ditengah semangat yang dilakukan oleh para penegak 
hukum untuk membasmi Narkotika sedang tinggi-tingginya, selalu ada 
persoalan yang mengikutinya.  Persoalan yang seringkali muncul dalam 
penanganan kasus penyalahgunaan narkotika adalah munculnya 
perbedaan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang kasusnya 
relative sama, Atau dalam hukum pidana sering disebut disparitas pidana 
(Disparity of Sentencing). Disparitas pidana tersebut tentunya bersumber 
dari putusan hakim. 
Putusan hakim bukan hanya sekedar untuk mengakhiri sengketa 
dua belah pihak atau lebih, memberikan hak pada satu pihak dan 
membebankan kewajiban pada pihak lain, menghukum yang bersalah atau 
membebaskan yang tidak bersalah, putusan hakim juga bisa menjadi awal 
dari sengketa baru, kelanjutan dari ketidakadilan, awal dari petaka baru bagi 
yang dihukum atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya, ataupun 
hukuman yang tidak manusiawi. Karena itu putusan hakim belum tentu 
mendatangkan kebahagiaan. Ia bahkan bisa menghadirkan penderitaan 
dan ketidakpercayaan yang luas. 
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Penderitaan dan ketidakpercayaan pada putusan hakim bukan saja 
dipicu oleh proses dan putusan yang tidak fair, tetapi juga karena adanya 
disparitas antara satu atau lebih perkara  yang relative sama atau bahkan 
persis sama (apple to apple), baik disparitas proses, disparitas penafsiran 
hukum, disparitas perlakuan, disparitas putusan akhir ataupun disparitas 
pemidanaan. 
Disparitas pemidanaan menjadi salah satu problem klasik di 
Indonesia. Perbedaan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana memang 
merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak. Namun, disparitas 
pemidanaan ini akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan administrasi 
pembinaan narapidana. Terpidana yang setelah memperbandingkan 
pidananya kemudian merasa menjadi korban “the judicial caprice” akan 
menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan 
terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target dalam tujuan 
pemidanaan. Dari sini akan tampak suatu persoalan yang serius, sebab 
akan merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu 
sistem untuk mencapai persamaan keadilan didalam negara hukum dan 
sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem 
penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak di harapkan akan 
tejadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni 
timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana 
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yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang 
sebanding.1 
Pada satu sisi, disparitas akan dipandang sebagai suatu kontradiksi 
yang rasional. Sebagaimana yang dikatakan Oemar Seno Adji, bahwa 
disparitas merupakan hal yang dapat dibenarkan sepanjang hal itu memang 
dilakukan dengan wajar. Disparitas bagi pandangan ini dilihat sejalan 
dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
perkara yang diajukan kepadanya. Disparitas pada situasi ini juga dipahami 
sebagai upaya untuk menjaga kewibawaan hukum.2 
Seorang hakim harus mampu menjelaskan secara wajar dan benar 
tentang perkara yang tengah diputusnya. Namun disisi lain disparitas dapat 
dipandang sebagai gangguan dan ketidaknyamanan terhadap aspek 
kepastian hukum dan merupakan pelanggaran terhadap asas kedudukan 
yang sama di bawah hukum (equality before the law) atau bentuk perlakuan 
tidak adil peradilan terhadap masyarakat kelas tertentu, yaitu bahwa 
disparitas seringkali dipandang sebagai sebuah perlakuan khusus atau 
“perbedaan perlakuan”, yang lahir dari perilaku hakim ataupun penegak 
hukum lainnya dan bukan sebagai sebuah realitas sosial yang memang 
begitu seharusnya. 
Disparitas pidana dalam tindak pidana secara umum, bila 
dihubungkan dengan teori pemidanaan modern yaitu individualisasi 
                                                          
1 Muladi dan barda nawawi arief, 2010, teori-teori dan kebijakan pidana, alumni, bandung, hlm. 54 
2 Oemar seno adji, 1984, Hukum-hukum pidana, Erlangga, Jakarta, hlm. 28 
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pemidanaan sebenarnya dapat diterima sebagai sesuatu hal yang wajar. 
karena dalam menjatuhkan putusannya, hakim tidak hanya melihat kepada 
perbuatan pelaku saja tetapi juga melihat faktor-faktor lain yang ikut terlibat 
di dalamnya seperti keadaan pelaku secara khusus, alasan-alasan 
perbuatan yang memberatkan atau meringankan hukuman, hukum 
kebiasaan yang hidup dalam masyarakat setempat, dan lain sebagainya. 
Namun persoalannya tentu akan menjadi lain apabila disparitas pidana 
tersebut terjadi tanpa alasan yang jelas. 
Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam 
penegakan hukum di Indonesia. Disparitas pidana ini membawa 
ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Dan 
akhirnya akan muncul kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif 
oleh masyarakat pada institusi peradilan, Apabila ini dibiarkan akan 
berakibat timbulnya sikap apatis, sinis, dan ketidakpuasan warga 
masyarakat yang diwujudkan dengan perlakuan main hakim sendiri atau 
mengadakan reaksi langsung terhadap si pelaku tindak pidana. Dan 
kemudian muncul bentuk ketidakpedulian pada institusi pengadilan ataupun 
institusi penegak hukum lainnya yang ada dalam masyarakat. Kepercayaan 
masyarakat pun semakin lama semakin menurun, sehingga terjadilah 
kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya oleh masyarakat (bad trust 
society). 
Beranjak dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah 
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dengan judul  “Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam 
Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika” (Studi Kasus 
Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN.Sgm dan Putusan Nomor 
39/Pid.Sus/2016/PN.Sgm).  
B. Rumusan masalah 
   Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar 
belakang masalah tersebut diatas, dikemukakan rumusan masalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah indikator disparitas pidana dalam perkara tindak 
pidana penyalahgunaan Narkotika ?   
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas 
pidana dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ? 
C. Tujuan Penelitian 
   Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka 
pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Untuk mengetahui indikator disparitas pidana dalam perkara tindak 
pidana penyalahgunaan Narkotika 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas 
pidana dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat secara teoritis  
a. Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya mengenai 
disparitas pidana dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika  
b. Menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan 
menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum 
terutama di bidang hukum pidana.  
2. Manfaat secara praktis  
a. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmah pada 
umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan 
memecahkan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat 
khususnya masalah disparitas pidana dalam perkara tindak 
pidana narkotika.  
b. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi dan 
untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 
yang diperoleh. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas pidana 
1. Pengertian Disparitas 
   Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (criminal justice 
system) maka putusan hakim menempati suatu posisi yang sangat sentral. 
Hal ini disebabkan karena keputusan didalam pemidanaan akan 
mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung 
pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas.3 
 Putusan hakim bukan hanya sekedar untuk mengakhiri sengketa 
dua belah pihak atau lebih, memberikan hak pada satu pihak dan 
membebankan kewajiban pada pihak lain, menghukum yang bersalah atau 
membebaskan yang tidak bersalah, putusan hakim juga bisa menjadi awal 
dari sengketa baru, kelanjutan dari ketidakadilan, awal dari petaka baru bagi 
yang dihukum atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya, ataupun 
hukuman yang tidak manusiawi. Karena itu putusan hakim belum tentu 
mendatangkan kebahagiaan. Ia bahkan bisa menghadirkan penderitaan 
dan ketidak percayaan yang luas. 
Penderitaan dan ketidakpercayaan pada putusan hakim bukan saja 
dipicu oleh proses dan putusan yang tidak fair, tetapi juga karena adanya 
                                                          
3 Muladi dan barda nawawi arief, op.cit. hlm 52 
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disparitas antara satu atau lebih perkara  yang relative sama atau bahkan 
persis sama (apple to apple), baik disparitas proses, disparitas penafsiran 
hukum, disparitas perlakuan, disparitas putusan akhir ataupun disparitas 
pemidanaan. 
 Menurut Molly Cheang yang dimaksud dengan disparitas pidana 
(disparity of sentenching) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak 
sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap 
tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan 
(offences of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas.4   
   Lebih spesifik Harkristuti Harkrisnowo menyebutkan bahwa 
disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu :  
1. Disparitas antara tindak pidana yang sama  
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat 
keseriusan yang sama  
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim  
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim 
yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.5 
   Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo tersebut dapat kita simpulkan 
yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya disparitas tidak hanya 
pada tindak pidana yang sama , disparitas juga terjadi pada tindak pidana 
                                                          
4 Ibid. 
5 Mahrus ali, 2010, hukum pidana korupsi di Indonesia, UII press, Yogyakarta, hlm. 57 
11 
 
yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama, dan juga dari putusan 
hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda 
untuk tindak pidana yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang 
lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan 
peradilan. 
 Sehubungan dengan batasan-batasan diatas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa intisari daripada pengertian “sentencing” maupun 
“punishment” adalah : 
1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan. 
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaan (wewenang). 
3. Pidana itu dikenakan kepada seorang yang telah melakukan 
tindak pidana menurut undang-undang.6 
2. Dampak Disparitas Pidana 
Didalam ruang lingkup hukum pidana, disparitas pemidanaan 
mempunyai dampak yang mendalam, karena di dalamnya terkandung 
pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara 
untuk memidana. 
                                                          
6 Muladi dan barda nawawi arief, 1982, pidana dan pemidanaan, FH Unissula, Semarang, hlm 2-3  
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Disparitas pemidanaan (disparity of sentenching) memang menjadi 
salah satu problem klasik di Indonesia. Perbedaan putusan hakim dalam 
menjatuhkan pidana memang merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak. 
Bahkan bukan hanya di Indonesia, tetapi hampir seluruh negara di dunia 
mengalami apa yang disebut disparitas pidana. Namun, disparitas 
pemidanaan ini akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan administrasi 
pembinaan narapidana. Terpidana yang setelah memperbandingkan 
pidananya kemudian merasa menjadi korban “the judicial caprice” akan 
menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan 
terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target dalam tujuan 
pemidanaan. Dari sini akan tampak suatu persoalan yang serius, sebab 
akan merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu 
sistem untuk mencapai persamaan keadilan didalam negara hukum dan 
sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem 
penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak di harapkan akan 
tejadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni 
timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana 
yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang 
sebanding.7 
Pada satu sisi, disparitas akan dipandang sebagai suatu kontradiksi 
yang rasional. Sebagaimana yang dikatakan Oemar Seno Adji, bahwa 
disparitas merupakan hal yang dapat dibenarkan sepanjang hal itu memang 
                                                          
7 Muladi dan barda nawawi arief, 2010, op.cit, hlm. 54 
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dilakukan dengan wajar. Disparitas bagi pandangan ini dilihat sejalan 
dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
perkara yang diajukan kepadanya. Disparitas pada situasi ini juga dipahami 
sebagai upaya untuk menjaga kewibawaan hukum.8 
Sejalan dengan pendapat Oemar Seno Adji, Sue Titus Reid, 
mengatakan  bahwa secara ideologis disparitas pidana tersebut dapat 
dibenarkan sebagai pencerminan salah satu karakteristik aliran modern 
(positive school) yang berkembang pada abad ke-19, yakni “let the 
punishment fit the criminal”. Sesuai dengan pandangan salah satu 
pelopornya yakni Cesare Lambroso yang menyatakan bahwa “kejahatan 
yang berbeda mempunyai kebutuhan yang berbeda”, maka dari itu sangat 
dimungkinkan sekali adanya disparitas pidana.9 
Disparitas pidana memang dapat dibenarkan mengingat hakim 
punya kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang 
diajukan kepadanya. Dalam memutus sebuah perkara, Seorang hakim 
harus mampu menjelaskan secara jelas, wajar dan benar yang termuat 
dalam ratio decidendi suatu putusan perkara yang tengah diputusnya. 
Namun persoalannya tentu akan menjadi lain apabila disparitas pidana 
tersebut terjadi tanpa alasan yang jelas. 
 Jika disparitas pidana terjadi tanpa adanya alasan yang jelas dan 
benar (reasonable) maka akan sangat berdampak pada penegakan hukum 
                                                          
8 Oemar seno adji, 1984, op.cit, hlm. 28 
9 Muladi dan barda nawawi arief, op.cit, hlm. 58 
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khususnya terhadap peradilan. Disparitas pidana ini akan membawa 
ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Dan 
akhirnya akan muncul kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif 
oleh masyarakat pada institusi peradilan, Apabila ini dibiarkan akan 
berakibat timbulnya sikap apatis, sinis, dan ketidakpuasan warga 
masyarakat yang diwujudkan dengan perlakuan main hakim sendiri atau 
mengadakan reaksi langsung terhadap si pelaku tindak pidana. Dan 
kemudian muncul bentuk ketidakpedulian pada institusi pengadilan ataupun 
institusi penegak hukum lainnya yang ada dalam masyarakat. Kepercayaan 
masyarakat pun semakin lama semakin menurun, sehingga terjadilah 
kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya oleh masyarakat (bad trust 
society).  
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B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak pidana 
1. Istilah Dan Pengertian Tindak Pidana 
  Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda 
yaitu strafbaar feit atau delict yang berasal dari bahasa Latin delictum. 
Sedangkan perkataan “feit” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti 
“sebagian dari kenyataan” atau “een gedeelte van werkelijkheid” sedangkan 
”strafbaar” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan 
“strafbaar feit” itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu 
kenyataan yang dapat dihukum.10 
  Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah 
strafbaar feit seperti yang di jelaskan diatas, walaupun secara resmi tidak 
ada terjemahan resmi dari strafbaar feit tersebut. Karena tidak adanya 
terjemahan resmi maka timbullah masalah dalam menerjemahkan istilah 
strafbaar feit itu kedalam Bahasa indonesia, banyak ahli yang tidak sepakat 
dengan terjemahan tindak pidana tersebut. Moeljatno dan Roeslan Saleh 
memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan 
strafbaar feit itu. Utrecht, menyalin istilah strafbaar feit menjadi peristiwa 
pidana. Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht, UUD Sementara 
1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.11 
                                                          
10 P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 
hlm. 181 
11 Andi zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2010, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, PT. 
Yarsif Watampone, Jakarta, hlm.115 
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  Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa 
itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu 
kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak 
melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan 
yang lain.12  
  Moeljatno lebih sepakat dengan istilah perbuatan pidana. Menurut 
pendapat beliau istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya 
suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang 
oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat 
diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan 
alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah 
hanya manusia.13  
  Andi Zainal Abidin juga tidak sepakat dengan penerjemahan 
strafbaar feit menjadi tindak pidana. Adapun alasannya adalah sebagai 
berikut : 
a. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah 
yang dijatuhi pidana. 
b. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan 
pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti 
kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantic, dan lain-lain. 
c. Istilah strafbaar feit sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau 
diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, 
oleh Van Hattum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan feit 
terzake van hetwelk een persoon  strafbaar is yang berarti peristiwa 
yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah criminal act 
                                                          
12 Ibid. 
13 Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 48  
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lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya 
perbuatan.14 
  Terjemahan atas istilah strafbaar feit ke dalam Bahasa Indonesia 
diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, 
peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, 
pelanggaran pidana dan sebagainya. Namun yang paling umum digunakan 
adalah tindak pidana. Dalam peraturan perundang-undangan hampir 
semua menggunakan istilah tindak pidana, tetapi tidak ada keterangan lebih 
jauh tentang maksudnya. Oleh karena itu dalam ilmu hukum pidana 
terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana yang diciptakan oleh 
para sarjana hukum pidana.15 
  Simmons merumuskan bahwa strafbaar feit ialah kelakuan yang 
diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan 
kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
Jonkers dan Utrecht memandang rumusan simmons merupakan rumusan 
yang lengkap, yang meliputi : 
a. Diancam dengan pidana oleh hukum, 
b. Bertentangan dengan hukum, 
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah, 
d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.16 
                                                          
14 Erdianto Effendi,2011, Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung, 
hlm. 97 
15 Ibid. 
16 Andi zainal Abidin dan Andi Hamzah, op.cit, hlm.117 
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  Van Hamel merumuskan tindak pidana (strafbaar feit) itu sebagai 
kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan 
hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.17 
  Menurut Hazewinkel-Suringa, tindak pidana adalah Suatu perilaku 
manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu 
pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus 
ditiadakan oleh hukum dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat 
memaksa yang terdapat di dalamnya. 18 
  Menambahkan pernyataan diatas, Prof. Pompe  juga memandang 
tindak pidana itu dari 2 (dua) segi, yaitu:  
a. Dari segi teoritis, tindak pidana  dapat dirumuskan sebagai suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umu) yang dengan 
sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh 
seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum.  
b. Dari segi hukum positif, tindak pidana  adalah tidak lain dari pada 
suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-undang telah 
dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.19 
  Selanjutnya, Pompe menyatakan bahwa perbedaan antara segi 
teoritis dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat semu, oleh karena 
dari segi teoritis tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakan 
itu benar-benar bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan 
kesalahan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedang hukum 
                                                          
17 Ibid. 
18 P.A.F. Lamintang, 1997, op.cit, hlm 182 
19 Ibid, hlm. 182-183 
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positif kita pun tidak mengenal adanya suatu kesalahan tanpa adanya suatu 
perbuatan melawan hukum.20 
  Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan 
yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat 
dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.21 
  Vos memberikan defenisi yang singkat, bahwa tindak pidana 
(strafbaar feit) ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh 
peraturan perundang-undangan diberikan pidana.22 
 Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang 
mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah 
yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada 
peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang 
abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum 
pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah 
dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang 
dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.23 
                                                          
20 Ibid.  
21 Wirjono Prodjodikoro, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT.Refika Aditama, 
Bandung, hlm. 55 
22 A. Zainal Abidin Farid, 2010, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224 
23 Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap 
Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18 
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   Sedangkan Menurut Moeljatno, jika melihat pengertian tindak pidana 
dari beberapa sarjana tersebut di atas, maka pada pokoknya ternyata 
bahwa :  
a. Feit dalam straftbaar feit berarti handeling, kelakuan atau 
tingkah laku berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam 
perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan ditambah 
dengan  kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan yang dapat 
menimbulkan akibat dan bukan kelakuan saja.  
b. Pengertian straftbaar feit  dihubungkan dengan kesalahan 
orang yang mengadakan kelakuan tadi berbeda dengan 
“perbuatan pidana”, sebab perbuatan pidana tidak 
dihubungkan dengan kesalahan merupakan pertanggung 
jawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan 
pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifat 
perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan 
pidana kalau dilanggar. Apakah yang itu benarbenar dipidana 
seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada 
keadaan batinnya dari pertanggung jawaban pidana, 
dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya dengan straftbaar 
feit di dalamnya dicakup pengertian perbuatan dan 
kesalahan.24 
   Moeljatno menambahkan, memakai istilah perbuatan pidana 
sebagai terjemahan dari straftbaar feit, mengartikan perbuatan pidana 
sebagai berikut :  
   “Perbuatan pidana disamakan dengan istilah di Inggris yakni criminal 
act  yang berarti akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum, 
dimana criminal act tersebut dipisahkan dari pertanggung jawaban 
pidana/responsibility. Untuk adanya responsibility (untuk dapat dipidananya 
seseorang) selain daripada melakukan criminal act(perbuatan pidana) 
orang itu juga harus mempunyai kesalahan”. 25 
   Berdasarkan berbagai penjelasan terkait dengan tindak pidana di 
atas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana 
                                                          
24 Moeljatno,  2008, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 61. 
25 Ibid. 
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adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung 
jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan 
disertai dengan sanksi pidana. 
2. Unsur-unsur tindak pidana 
   Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu unsur obyektif 
dan unsur subyektif.  
A. Unsur obyektif (perbuatan) 
1. Adanya perbuatan (mencocoki rumusan delik) 
Artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh 
undang-undang. Namun, jika perbuatan yang dilakukan tersebut 
tidak memenuhi atau mencocoki rumusan undang-undang atau 
belum diatur dalam undang-undang maka perbuatan tersebut bukan 
merupakan perbuatan yang bisa dikenai ancaman pidana. 
2. Melawan hukum 
Menurut simmons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan 
dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum 
subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata dan Hukum 
Administrasi Negara26.    
3. Tidak ada alasan pembenar 
Meskipun suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi 
unsur dalam undang-undang dan perbuatan tersebut melawan 
                                                          
26 I Made Widnyana, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 57 
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hukum, namun jika terdapat “alasan pembenar”, maka perbuatan 
tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana”. Alasan pembenar ini 
diatur dalam KUHP tepatnya pada pasal 48 (keadaan darurat), pasal 
49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), pasal 50 (menjalankan peraturan 
undang-undang) dan pasal 51 (1) (perintah jabatan). 
B. Unsur subyektif (pembuat)   
1. Kesalahan (dolus dan culpa lata) 
a) kesengajaan (dolus) 
Pengertian kesengajaan tidak terdapat dalam KUHP, ia harus 
dicari dalam buku-buku karangan para ahli hukum pidana dan 
memorie penjelasan wetboek van strafrecht. Menurut Crimineel 
wetboek Nederland tahun 1809 (pasal 11) kesengajaan adalah 
maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu 
yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Definisi 
semacam itu adalah sesuai dengan pengertian sengaja menurut 
Hukum Adat Indonesia dan Hukum Pidana Anglo-Saxon, 
termasuk Amerika Serikat.27 
b) Kealpaan dan kelalaian (culpa lata) 
Yang relevan bagi hukum pidana hanyalah culpa lata, yaitu 
kealpaan dan kelalaian, dan bukan culpa levis, yaitu kelalaian 
yang sedemikian ringannya sehingga tidak perlu menyebabkan 
seseorang dapat dipidana. Sama seperti pengertian 
                                                          
27 A. Zainal Abidin Farid, ibid, hlm. 266 
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kesengajaan, pengertian kealpaan dan kelalaian juga tidak 
terdapat dalam KUHP. Menurut pasal 7 (3) Criminal Code of 
Yugoslavia, bahwa negligence (culpa) terbagi atas dua bentuk 
atau corak, yaitu : 
a. Bilamana pembuat delik menyadari bahwa dari tindakannya 
dapat mewujudkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-
undang, tetapi ia beranggapan secara keliru bahwa akibat itu 
tidak akan terjadi atau ia mampu untuk mencegahnya; dan 
b. Bilamana pembuat delik tidak menyadari kemungkinan akan 
terwujudnya akibat, sedangkan di dalam keadaan ia berbuat 
oleh karena kualitas pribadinya ia seharusnya dan dapat 
menyadari kemungkinan itu.28 
 Di Jerman culpa disebut fahrlassigkeit yang diartikan sebagai 
ketidak sempurnaan penjagaan atau pencegahan. Pasal 418 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belgia yang mengatur 
tentang culpa lata yang mengakibatkan kematian menggunakan 
istilah default de prevoyance, berarti kekurang hati-hatian atau 
ketidakadaan pencegahan.29 
2. Dapat dipertanggung jawabkan 
Unsur dapat di pertanggungjawabkan yaitu unsur yang mengatakan 
pembuat harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang 
dilakukannya, namun jika pembuat tidak mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dia tidak boleh 
dijatuhi pidana. 
 
                                                          
28 Ibid. hlm. 326 
29 Ibid. 
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3. Tidak ada alasan pemaaf  
Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa 
orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan kata lain ia 
tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun 
perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang 
menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin 
pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 
44 (tidak mampu bertanggungjawab), pasal 49 ayat (2) (noodweer 
exces), pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah 
jabatan yang tidak sah). 
C. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan  
   Pidana berasal dari kata Straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat 
dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja 
dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah 
melakukan suatu tindak pidana. Hukum pidana menentukan sanksi 
terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada 
prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. 
Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda 
terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. 
   Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan 
“pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan adalah suatu 
proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang 
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telah melakukan tindak kejahatan (rechtsdelict)  maupun pelanggaran 
(wetsdelict). Pidana dan pemidanaan ialah suatu perasaan tidak enak 
(sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang 
telah melanggar undang-undang hukum pidana. 
2. Jenis-jenis Pemidanaan 
   Jenis jenis pidana tercantum dlaam pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini 
juga berlaku bagi tindak pidana yang tercantum diluar KUHP, kecuali 
ketentuan undang-undang itu menyatakan lain. Jenis pidana itu dibedakan 
antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya 
dijatuhkan jika pidana pokok itu dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. 
   Adapan isi pasal 10 KUHP adalah : 
Pidana terdiri atas : 
a. Pidana pokok : 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara 
3. Pidana kurungan 
4. Pidana denda 
5. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan UU No. 20/1946) 
b. Pidana tambahan : 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
2. Perampasan barang-barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim. 
   Berdasarkan ketentuan diatas, untuk mengetahui lebih jelas 
mengenai jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, akan 
diuraikan sebagai berikut : 
 
26 
 
1. Pidana Pokok 
a. Pidana mati 
   Pidana mati merupakan pidana paling keras dalam sistem 
pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak termuat 
dalam hukum pidana di banyak negara dengan cara eksekusi dengtan 
berbagai bentuk mulai dari dipancung, digantung, diestrum listrik, disuntik 
hingga ditembak mati.30 
   Di Indonesia pada masa lalu pernah dipraktikkan pidana mati dengan 
cara digantung dan dipancung. Namun berdasarkan Undang-undang No. 2 
Pnps tahun 1964 cara lama tersebut diganti dengan cara ditembak sampai 
mati. 
   Terhadap penjatuhan pidana mati, KUHP membatasi atas beberapa 
kejahatan- kejahatan tertentu yang berat saja, seperti:  
1) Kejahatan terhadap keamanan Negara ( Pasal 104, Pasal 111 Ayat 
(2), 124 Ayat (3) KUHP). 
2) Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara 
sahabat serta wakilnya (Pasal 140 ayat (2) dan pasal 140 ayat (3) 
KUHP) 
3) Pembunuhan dengan rencana (Pasal 340 KUHP). 
4) Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan (Pasal 365 ayat 
(4) KUHP) 
                                                          
30 Erdianto Effendi,2011, op.cit. hlm 153 
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5) Kejahatan pelayaran (Pasal 444 KUHP) 
6) Kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana 
penerbangan (Pasal 479k ayat (2) KUHP) 
b. Pidana Penjara 
   Pidana penjara merupakan pidana yang paling banyak dimuat dalam 
KUHP dan ketentuan pidana lainnya. Pidana penjara adalah pidana berupa 
pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah 
penjara. Diharapkan, dengan adanya pidana perampasan kemerdekaan si 
terpidana akan menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak pidana dan 
selama waktu dirampasnya kemerdekaan itu, si terpidana juga diharapkan 
melakukan perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya.31 
   Menurut A.Z. Abidin pidana penjara adalah bentuk pidana yang 
berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu 
bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan, 
misalnya di Rusia pengasingan ke Siberia dan juga berupa pembuangan ke 
seberang lautan, misalnya pembuangan Napoleon Bonaparte di pulau St. 
Helena dan pulau Elba, juga pembuangan penjahat-penjahat inggris ke 
Australia. Pembuangan Syech Yusuf dari Makassar ke Sailan kemudian ke 
Afrika Selatan oleh VOC.32 
   Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari 
sampai penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup tercantum dimana ada 
                                                          
31 Ibid. hlm. 146 
32 Andi zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2010, op.cit. hlm. 234 
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ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau penjara dua 
puluh tahun). Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah lima 
belas tahun kecuali terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-
undang tersendiri (diluar KUHP). 
   Teguh Prasetyo membagi sistem pidana penjara dalam tiga sitem 
yaitu : 
1. Pensylvanian System : terpidana menurut sistem ini dimasukkan 
dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar 
maupun sesame narapidana, ia tidak boleh bekerja di luar sel. Satu-
satunya pekerjaan adalah membaca buku-buku suci yang diberikan 
padanya. Karenna pelaksanaanya dilakukan di sel-sel maka disebut 
juga Cellulaire System. 
2. Auburn System : pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara 
sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan 
narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara 
mereka, biasa disebut dengan Silent System. 
3. Progressive System : cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini 
bertahap, biasa juga disebut dengan English/Ire System.33 
 
 
                                                          
33 Teguh Prasetyo, 2011, op.cit. hlm 120-121 
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c. Pidana Kurungan 
   Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana 
perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam 
beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara. Ketentuan-ketentuan itu 
adalah sebagai berikut : 
1. Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole. Yang artinya 
mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurusi 
makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri (pasal 23 KUHP). 
2. Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi 
lebih ringan dibandingkan terpidana penjara (pasal 19 KUHP). 
3. Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu tahun. Maksimum 
ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan 
pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan pasal 52 atau 
pasal 52 a (pasal 18 KUHP). 
4. Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana 
masing-masing disatu tempat permasyarakatan, maka terpidana 
kurungan harus terpisah tempatnya (pasal 28 KUHP). 
5. Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerah 
terpidananya sendiri/biasanya tidak diluar daerah yang 
bersangkutan.34 
 
                                                          
34 Ibid. hlm.121-122 
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d. Pidana Denda 
   Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk 
mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan 
pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 
0,25 X 15. Maksimumnya tidak ditentukan secara umum melainkan 
ditentukan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam buku II dan 
III KUHP. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang 
dijatuhkan kepadanya, maka diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini 
disebut kurungan pengganti. Maksimum pidana kurungan pengganti adalah 
6 bulan, dan boleh 8 bulan dalam hal terjadi perbarengan, pengulangan 
atau penerapan pasal 52 dan 52 a KUHP.35 
e. Pidana Tutupan 
   Pidana tutupan dijatuhkan kepada pelaku apabila ia melakukan 
suatu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena 
terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pelaksanaan pidana tutupan 
dapat dirincikan : 
1. Terpidana diperkenankan memakai pakaian sendiri; 
2. Makanan terpidana tutupan harus lebih baik dari terpidana penjara, 
dan terpidana boleh memperbaiki makanan atas biaya sendiri; 
3. Didalam Rumah Tahanan diperbolehkan mengadakan penghiburan 
yang sederhana dan pantas; 
                                                          
35 Erdianto Effendi,2011, op.cit. hl.m 150 
31 
 
4. Sedapat-dapatnya dalam Rumah Tahanan diadakan perpustakaan 
bagi terpidana dan para terpidana diperkenankan membawa buku-
buku; apabila terpidana meninggal, jenazahnya sedapat-dapatnya 
diserahkan kepada keluarga.36 
2. Pidana Tambahan 
   Melihat namanya, sudah nyata bahwa pidana tambahan ini hanya 
bersifat menambah dari pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, tidaklah dapat 
berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-
barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat 
dijatuhkan, tetapi tidaklah harus. Ada hal-hal tertentu dimana pidana 
tambahan bersifat imperative, yaitu dalam pasal 250 bis, 261, dan 275. 
a. Pencabutan hak-hak tertentu 
Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak 
terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan 
hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak 
ketatanegaraan. Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam pasal 35 KUHP 
yaitu : 
1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam 
hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang ini, atau dalam aturan 
umum lainnya adalah :  
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; 
2. Hak memasuki angkatan bersenjata; 
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum. 
                                                          
36 Ibid. hlm.150-151 
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4. Hak menjadi penasihat hukum, atau pengurus menurut hukum, 
hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu 
pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; 
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau 
pengampuan atas anak sendiri; 
6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu. 
2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, 
jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk 
pemecatan itu. 
   Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah pada 
pidana seumur hidup, lamanya adalah seumur hidup. Pada pidana penjara 
atau kurungan sementara, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun 
dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Dalam 
pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling 
banyak lima tahun. pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim 
dapat dijalankan (pasal 38 KUHP). 
b. Perampasan barang-barang tertentu 
   Pidana perampasan barang tertentu merupakan pidana kekayaan, 
seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan barang 
tertentu diatur dalam pasal 39 KUHP yang berbunyi : 
1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan 
atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat 
dirampas. 
2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan 
dengan sengaja atau Karen pelanggaran, dapat juga dijatuhkan 
putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam 
undang-undang. 
3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang 
diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang 
yang telah disita. 
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   Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang-
barang yang didapat karena kejahatan dan yang kedua barang-barang 
yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal 
itu, berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana. Ada 
pengecualian, yaitu yang terdapat dalam pasal 250 bis KUHP dan juga di 
dlaam perundang-undangan di luar KUHP. 
c. Pengumuman putusan hakim. 
   Di dalam pasal 43 KUHP, ditentukan bahwa apabila hakim 
memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-
undang ini atau aturan umum yang lain, harus ditetapkan pula bagaimana 
cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. 
   Kalau kita perhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi pidana 
tambahan berupa pengumuman putusan hakim, dapat disimpulkan, bahwa 
tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap 
kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang, dan 
sebagainya.37 
3. Teori-teori Pemidanaan 
   Teori-teori pemidanaan atau dasar-dasar pembenaran dan tujuan 
pemidanaan pada umumnya dapat digolongkan dalam tiga golongan 
                                                          
37 Andi zainal Abidin dan Andi Hamzah, op.cit, hlm.253 
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pokok, yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan 
kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.38 
a. Teori absolut atau teori pembalasan 
   Menurut teori absolut ini pidana dijatuhkan semata-mata karena 
orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quaia peccatum 
est). pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu 
pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar 
pembenaran pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu 
sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana 
menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan 
pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.39 
   Salah satu penganut teori ini adalah Immanuel Kant, ia berpendapat 
bahwa pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang 
pidana sebagai “kategorische Imperatief” yakni : seseorang harus dipidana 
oleh hakim Karen ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan 
suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan 
keadilan.40 
   Van Bemmelen menyatakan bahwa untuk hukum pidana dewasa ini, 
maka pencegahan main hakim sendiri tetap merupakan fungsi yang penting 
sekali dalam penerapan hukum pidana yakni memenuhi keinginan akan 
                                                          
38 Erdianto Effendi,2011, op.cit. hlm 141 
39 Muladi dan barda nawawi arief, 2010, op.cit. hlm.10-11 
40 Ibid. hlm. 11-12 
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pembalasan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Pompe yang seumur 
hidupnya berpegang pada teori pembalasan menganggap pembalasan ini 
dalam arti positif dan konstruktif dan bukan dalam arti tidak ada manfaatnya 
seperti dalam pandangan mereka yang anti pembalasan.41 
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan 
   Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, 
yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya 
kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa 
mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach yang 
mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak 
akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si 
penjahat.42 
   Pengertian dalam teori ini sangat berbeda dengan teori absolut 
(mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan 
dengan kejahatan, maka pada teori ini ditujukan kepada hari-hari yang akan 
dating, yang dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, 
agar menjadi baik kembali.43 
 
 
                                                          
41 Ibid. hlm. 15 
42 Erdianto Effendi, op.cit. hlm 142 
43 Ibid.  
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   Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu : 
1. Untuk menakuti ; 
Teori dalam Anselm von Reuerbach, hukuman itu harus diberikan 
sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan 
kejahatan. Akibat dari teori ini ialah hukuman-hukuman itu harus 
diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan. 
2. Untuk memperbaiki ; 
Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si 
terhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna 
bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum 
(pencegahan khusus). 
3. Untuk melindungi ; 
Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-
perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk 
sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat 
orang itu (pencegahan umum).44 
   Teori relatif atau teori teori tujuan yang tertua adalah teori 
pencegahan umum. Di antara teori pencegahan umum ini yang tertua 
adalah teori yang bersifat menakut-nakuti. Menurut teori ini, bahwa untuk 
melindungi ketertiban umum (masyarakat) terhadap suatu tindak pidana 
                                                          
44 Ibid. hlm. 143 
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maka pelaku yang tertangkap harus dijadikan contoh dengan pidana yang 
sedemikian rupa sehingga orang menjadi taubat karenanya. 
   Sedangkan teori relatif yang lebih modern dengan teori pencegahan 
khusus. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk 
mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana 
agar tidak melakukan pidana lagi.45 
c. Teori Gabungan 
   Apabila ada dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama 
lain, biasanya muncul pendapat ketiga yang berada di tengah-tengah. Juga 
kini, disamping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang hukum 
pidana, kemudian muncul teori ketiga, yang disatu pihak mengakui adanya 
unsur “pembalasan” dalam hukum pidana, tetapi di lain pihak mengakui 
pula unsur “prevensi” dan unsur “memperbaiki penjahat”, yang melekat 
pada tiap pidana.46 
   Zevenbergen menganggap dirinya termasuk golongan ketiga ini, dan 
menunjuk nama-nama Beling, Binding, dan Merkel sebagai eksponen-
eksponen penting dari teori “gabungan” ini. 
                                                          
45 Ibid. 
46 Wirjono Prodjodikoro, 2002, op.cit, hlm. 24 
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   Van Hattum menunjuk Pompe, sedangkan Hazenwinkel-Suringa 
menunjuk Hugo de Groot, Rossi, dan Taverne sebagai tokoh-tokoh dari 
golongan teori “gabungan” ini. 47 
D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika 
1. Pengertian Narkotika 
   Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan 
diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika 
disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan 
dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau 
masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika 
disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang 
dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-
nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan 
ketahanan nasional.  
   Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan 
masyarakat, bangsa, dan negara, Pemerintah Republik Indonesia 
memberlakukan UU No 35 tahun 2009 untuk menggantikan UU No 22 tahun 
1997 tentang Narkotika. 
   
                                                          
47 Ibid. hlm. 25 
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   Pasal 1 UU No 35 tahun 2009 mengatakan bahwa : 
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 
golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang 
ini.  
   Istilah Narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “arcotics” pada 
farmacologie (farmasi) melainkan sama artinya dengan “drug” yaitu sejenis 
zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-
pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu : 
a. Mempengaruhi kesadaran; 
b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku 
manusia; 
c. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa : 
1. Penenang 
2. Perangsang (bukan perangsang sex) 
3. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu 
membedakan antara khayalan dan kenyataan.  kehilangan 
kesadaran akan waktu dan tempat).48 
                                                          
48 Taufik Makaro dkk, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 16-17 
40 
 
   Sehubungan dengan pengertian Narkotika, Sudarto mengatakan 
bahwa kata Narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke”, yang berarti 
terbius sehingga tidak merasa apa-apa.”49 
   Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan 
bahwa: 
“Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan 
ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut 
bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi 
Narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu 
(morphine, codein, dan methadone).”50 
   Defenisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat mengatakan 
bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-
zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni 
morphine, heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga sintesis yang 
menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan 
stimulant.51 
   Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang sah-sah 
saja digunakan apabila dengan dosis yang tepat dan tentunya dengan 
resep dokter. Namun, apabila Narkotika digunakan tidak pada dosis yang 
tepat maka akan sangat berbahaya. Bahaya itu berupa candu dan 
ketagihan yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan di dalam Narkotika 
terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya. 
                                                          
49 Ibid, hlm 17 
50 Ibid, hlm 18 
51 Ibid. 
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Penggunaan Narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan 
pengguna dapat dengan mudah melupakan segala permasalahan yang 
dihadapi. Pemakai dibuat seperti berada diatas awan dan selalu merasa 
bahagia. Inilah yang kemudian mendorong banyak orang yang sedang 
diliputi masalah beralih mencari kesenangan dengan mengonsumsi obat-
obatan terlarang ini.  
   Pada awalnya, zat Narkotika memang diperuntukkan 
penggunaannya untuk kepentingan umat manusia khususnya dibidang ilmu 
pengetahuan dan pengobatan. Namun, dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-
obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti 
yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya 
yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengobatan, bahkan sudah 
mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa. Belakangan 
diketahui bahwa zat-zat yang terkandung didalam Narkotika memiliki daya 
kecanduan yang bisa menimbulkan efek ketergantungan. Dengan 
demikian, diperlukan jangka waktu yang agak lama untuk melakukan 
pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna menyembuhkan orang 
yang sudah terikat dengan Narkotika.  
2. Penggolongan dan Jenis Narkotika 
   Narkotika sebagaimana yang dijelaskan diatas digolongkan ke 
dalam 3 golongan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 ayat 1 UU 
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No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan di tambah dengan penjelasan atas 
Undang-undang tersebut, adapun pembagian golongannya adalah :  
a.  Narkotika Golongan I : adalah Narkotika yang hanya dapat 
digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak 
digunakan dalam terapi, serta  mempunyai potensi sangat tinggi 
mengakibatkan ketergantungan. 
b. Narkotika Golongan II : adalah Narkotika berkhasiat pengobatan 
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi 
dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 
mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.  
c. Narkotika Golongan III : adalah Narkotika berkhasiat pengobatan 
dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan 
mengakibatkan ketergantungan. 
   Adapun jenis-jenis Narkotika sebagaimana yang dijelaskan dalam 
lampiran I Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai 
berikut : 
DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN  I 
1. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya 
termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.   
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari 
buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami 
pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa 
memperhatikan kadar morfinnya.   
3. Opium masak terdiri dari :  
a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu 
rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan 
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dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, 
dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang 
cocok untuk pemadatan.   
b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan 
apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.   
c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari 
keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.  
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam 
bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga 
Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau 
melalui perubahan kimia.   
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka 
yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.   
7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.   
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua 
bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan 
tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja 
dan hasis.   
9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk 
stereo kimianya.   
10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.   
11. Asetorfina  : 3-0-acetiltetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-
endoeteno - oripavina. 
12. Acetil – alfa – metil fentanil N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil] 
asetanilida. 
13. Alfa-metilfentanil  : N-[1 (α-metilfenetil)-4-piperidil]   
    propionanilida  
14. Alfa-metiltiofentanil  : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4- 
    iperidil] priopionanilida  
15. Beta-hidroksifentanil  : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil]  
    propionanilida  
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4  
   piperidil] propio-nanilida.  
17. Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina 
18. Etorfina : tetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-  
   metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina  
19. Heroina : Diacetilmorfina  
20. Ketobemidona : 4 – meta – hidroksifenil – 1 – metil – 
   4propionilpiperidina  
21. 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)  
   propionanilida  
22. 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-  
   piperidil] propionanilida 
23. MPPP     : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat  
   (ester)  
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24. Para-fluorofentanil    : 4‘-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil)  
   propionanilida  
25. PEPAP     : 1 – fenetil – 4 - fenil-4-  
   piperidinolasetat (ester)  
26. Tiofentanil    : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]  
   propionanilida  
27. BROLAMFETAMINA,  : (±)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α – 
nama lain DOB    metilfenetilamina 
28. DET     : 3 - [ 2 - ( dietilamino ) etil ] indol  
29. DMA     : ( + ) - 2, 5 – dimetoksi -  α  - 
   metilfenetilamina  
30. DMHP     : 3 - (1 , 2 - dimetilheptil) - 7, 8, 9, 10 - 
   Tetrahidro – 6 , 6 , 9 – trimetil - 6H -      
   Dibenzo [b, d] piran - 1 - ol  
31. DMT     : 3-[2-( dimetilamino )etil] indol  
32. DOET     : (±) – 4 – etil - 2,5 -dimetoksi - α – 
   metilfenetilamina  
33. ETISIKLIDINA,  : N – etil – 1 - fenilsikloheksilamina 
nama lainPCE  
34. ETRIPTAMINA.    : 3 - ( 2 aminobutil ) indole  
35. KATINONA    : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon  
36. ( + )-LISERGIDA, nama lain : 9,10 – didehidro - N, N – dietil – 6 - 
LSD, LSD-25        metilergolina-8 β – karboksamida 
37. MDMA     : (±)-N, α- dimetil -3, 4- (metilendioksi)  
   fenetilamina    
38. Meskalina     : 3, 4, 5 - trimetoksifenetilamina  
39. METKATINONA    : 2-(metilamino )-1- fenilpropan-1-on  
40. 4- metilaminoreks    : (±)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2- 
   oksazolina  
41. MMDA     : 5-metoksi-α-metil-3,4 (metilendioksi)  
   fenetilamina  
42. N-etil MDA    : (±)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)  
   fenetilamin  
43. N-hidroksi MDA    : (±)-N-[ α -metil-3,4  - (metilendioksi)  
   fenetil] hidroksilamina  
44. Paraheksil    : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9- 
   trimetil-6H-dibenzo   [b,d] piran-1-ol  
45. PMA     : p-metoksi-  α  -metilfenetilamina  
46. psilosina, psilotsin    : 3-[2-( dimetilamino )etil]indol-4-ol  
47. PSILOSIBINA    : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il  
   dihidrogen fosfat  
48. ROLISIKLIDINA, nama lain  : 1-( 1- fenilsikloheksil)pirolidina 
PHP,PCPY  
49. STP, DOM    : 2,5-dimetoksi-α,4-  
   dimetilfenetilamina  
50. TENAMFETAMINA,  : α  - metil -3,4  
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nama lain MDA   (metilendioksi)fenetilamina 
51. TENOSIKLIDINA, nama lain : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina 
TCP  
52. TMA     : (±) - 3, 4, 5 – trimetoksi -  α  - 
   metilfenetilamina  
53. AMFETAMINA    : (±) -  α – metilfenetilamina  
54. DEKSAMFETAMINA   : (+) -  α – metilfenetilamina  
55. FENETILINA    : 7-[2-[(α -metilfenetil) amino] etil]  
   teofilina  
56. FENMETRAZINA    : 3- metil- 2 fenilmorfolin  
57. FENSIKLIDINA,  : 1 - ( 1 – fenilsikloheksil ) piperidina 
nama lain PCP  
58. LEVAMFETAMINA,  : ( - ) - ( R ) -  α  - metilfenetilamina    
nama lain   levamfetamina  
59. Levometamfetamina   : ( -)- N,  α  -dimetilfenetilamina  
60. MEKLOKUALON    : 3-( o – klorofenil ) -2- metil – 4 (3H) -  
   kuinazolinon  
61. METAMFETAMINA   : ( + ) - (S) - N, α – dimetilfenetilamina  
62. METAKUALON    : 2- metil-3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon  
63. ZIPEPPROL    : α - ( α metoksibenzil ) – 4 - ( β- 
   metoksifenetil ) -1-   piperazinetano    
64. Opium Obat  
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan 
narkotika 
 
DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN  II 
1. Alfasetilmetadol   : Alfa – 3 – asetoksi–6-dimetilamino - 
   4, 4-difenilheptana  
2. Alfameprodina    : Alfa - 3 - etil - 1 - metil - 4 - fenil - 4 - 
   propionoksipiperidina  
3. Alfametadol    : alfa - 6 - dimetilamino- 4, 4 - difenil -  
   3 - heptanol    
4. Alfaprodina    : alfa - l, 3 – dimetil – 4 – fenil – 4 - 
   propionoksipiperidina  
5. Alfentanil     : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-l H- 
   tetrazol-1-il)etil]- 4 - (metoksimetil)-4- 
   pipe ridinil] – N -f enilpropanamida  
6. Allilprodina    : 3 – allil – 1 – metil – 4 – fenil – 4 -  
   propionoksipiperidina  
7. Anileridina    : Asam 1 – para – aminofenetil – 4 -  
   fenilpiperidina) -4- karboksilat etil  
   ester 
8. Asetilmetadol    : 3 - asetoksi - 6 - dimetilamino - 4, 4- 
   difenilheptana  
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9. Benzetidin    : asam 1- ( 2 – benziloksietil ) – 4 -  
   fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester  
10. Benzilmorfina    : 3 - benzilmorfina  
11. Betameprodina    : beta – 3 – etil-1-metil – 4 – fenil – 4- 
   propionoksipipe ridina  
12. Betametadol    : beta-6-dimetilamino-4, 4-difenil – 3 - 
   heptanol  
13. Betaprodina    : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4- 
   propionoksipipe ridina  
14. Betasetilmetadol    : beta - 3 - asetoksi -6-dimetilamino-4,  
   4- difenilheptana  
15. Bezitramida    : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2- 
   okso-3-propionil-1-benzimidazolinil) - 
   piperidina  
16. Dekstromoramida  : (+) -4- [2 -metil-4- okso-3,3-difenil-4- 
   (1-pirolidinil) butil] -  morfolina  
17. Diampromida    : N - [2- (metilfenetilamino) - propil]  
   propionanilida  
18. Dietiltiambutena    : 3-dietilamino-1,1-di(2’-tienil)-1- 
   butena  
19. Difenoksilat    : asam 1- (3-siano-3,3-difenilpropil) - 
   4fenilpiperidina-4-   karboksilat etil  
   ester  
20. Difenoksin    : asam 1- (3-siano-3,3-difenilpropil)-4-  
   fenilisonipekotik 
21. Dihidromorfina  
22. Dimefheptanol    : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol  
23. Dimenoksadol    : 2 - dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1- 
   difenilasetat  
24. Dimetiltiambutena    : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1- 
   butena  
25. Dioksafetil butirat    : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat  
26. Dipipanona    : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona  
27. Drotebanol    : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan- 
   6ß,14-diol    
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan 
ekgonina dan kokaina.   
29. Etilmetiltiambutena   : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1- 
   butena  
30. Etokseridina    : asam1- [2 - (2-hidroksietoksi ) - etil] - 
   4 fenilpiperidina - 4 - karboksilat etil  
   ester  
31. Etonitazena   : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil- 
   5nitrobenzimedazol  
32. Furetidina     : asam 1- (2- tetrahidrofurfuriloksietil)  
   4  fenilpiperidina-4-   karboksilat etil  
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   ester)  
33. Hidrokodona    : dihidrokodeinona  
34. Hidroksipetidina    : asam 4- meta – hidroksifenil - 1- 
   metilpiperidina -4-karboksilat etil  
   ester   
35. Hidromorfinol    : 14 – hidroksidihidromorfina  
36. Hidromorfona    : dihidrimorfinona  
37. Isometadona    : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil- 
   3-heksanona  
38. Fenadoksona    : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona  
39. Fenampromida    : N- (1-metil-2-piperidinoetil) -  
   propionanilida  
40. Fenazosina    : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7- 
   benzomorfan  
41. Fenomorfan    : 3-hidroksi-N–fenetilmorfinan 
42. Fenoperidina    : asam1- (3- hidroksi-3-fenilpropil) -4- 
   fenilpiperidina-4-karboksilat Etil ester  
43. Fentanil     : 1-fenetil-4-N- 
   propionilanilinopiperidina 
44. Klonitazena    : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5- 
   nitrobenzimidazol  
45. Kodoksima    : dihidrokodeinona – 6 - 
   karboksimetiloksima  
46. Levofenasilmorfan    : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan  
47. Levomoramida    : (-)-4- [2-metil-4-okso-3,3-difenil – 4-   
   (1pirolidinil) butil] morfolina  
48. Levometorfan    : (-) – 3 – metoksi – N - metilmorfinan  
49. Levorfanol    : (-) – 3 – hidroksi – N - metilmorfinan   
50. Metadona     : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3- 
   heptanona  
51. Metadona intermediate   : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4- 
   difenilbutana  
52. Metazosina    : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7- 
   benzomorfan 
53. Metildesorfina    : 6 – metil – delta – 6 – deoksimorfina  
54. Metildihidromorfina   : 6 - metildihidromorfina  
55. Metopon     : 5-metildihidromorfinona  
56. Mirofina     : Miristilbenzilmorfina  
57. Moramida intermediate   : asam (2 – metil – 3 – morfolino – 1,  
   1difenilpropana karboksilat  
58. Morferidina    : asam 1 - ( 2 – morfolinoetil) – 4- 
   fenilpiperidina - 4 -karboksilat etil  
   ester  
59. Morfina-N-oksida  
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60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent 
lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya 
kodeina-N-oksida 
61. Morfina  
62. Nikomorfina    : 3, 6- dinikotinilmorfina  
63. Norasimetadol    : (±)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4- 
   difenilheptana  
64. Norlevorfanol    : (-)-3-hidroksimorfinan  
65. Normetadona    : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-
heksanona  
66. Normorfina    : dimetilmorfina atau N- 
   demetilatedmorfina  
67. Norpipanona    : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona  
68. Oksikodona    : 14-hidroksidihidrokodeinona 
69. Oksimorfona    : 14-hidroksidihidromorfinona  
70. Petidina intermediat A   : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina 
71. Petidina intermediat B   : asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat  
   etil ester  
72. Petidina intermediat C   : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4- 
   karboksilat  
73. Petidina     : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4- 
   karboksilat etil ester  
74. Piminodina    : asam 4-fenil-1-( 3-fenilaminopropil)-  
   pipe ridina-4-karboksilat etil    ester  
75. Piritramida    : asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)- 
   4(1-piperidino)-piperdina-4-  
   Karbosilat armida  
76. Proheptasina    : 1,3-dimetil-4-fenil-4- 
   propionoksiazasikloheptana  
77. Properidina    : asam1-metil-4-fenilpiperidina-4- 
   karboksilat isopropil ester  
78. Rasemetorfan    : (±) -3- metoksi -N- metilmorfinan  
79. Rasemoramida    : (±) -4- [2-metil -4- okso-3,3-difenil-4- 
   (1-pirolidinil)-butil]-morfolina  
80. Rasemorfan    : (±) -3- hidroksi – N – metilmorfinan  
81. Sufentanil      : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil  
   -4-piperidil] propionanilida  
82. Tebaina 
83. Tebakon     : asetildihidrokodeinona  
84. Tilidina     : (±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil- 
   3 – sikloheksena -1- karboksilat  
85. Trimeperidina    : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4- 
   propionoksipiperidina  
86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas  
 
49 
 
DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN  III 
1. Asetildihidrokodeina  
2. Dekstropropoksifena   : α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3- 
   metil-2-butanol propionat  
3. Dihidrokodeina  
4. Etilmorfina    : 3 - etil morfina  
5. Kodeina    : 3 - metil morfina  
6. Nikodikodina    : 6 - nikotinildihidrokodeina  
7. Nikokodina    : 6 - nikotinilkodeina  
8. Norkodeina   : N - demetilkodeina  
9. Polkodina     : Morfoliniletilmorfina  
10. Propiram     : N - (1- metil - 2- piperidinoetil) -N- 2- 
   piridilpropionamida  
11. Buprenorfina    : 21-siklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,  
   2,2-trimetilpropil] - 6,14-endo- 
   entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina  
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas  
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan 
narkotika  
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan 
narkotika 
 
3. Tindak Pidana Narkotika 
   Tindak pidana Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan 
yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (victimless crime). Tindak 
pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 
UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak 
disebutkan dengan tegas dalam UU Narkotika bahwa tindak pidana yang 
diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi 
bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan 
kejahatan. Alasannya, kalau Narkotika hanya untuk pengobatan dan 
kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar 
kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat 
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besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika secara tidak 
sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.52 
   Menurut Soedjono Dirjosisworo, penggunaan Narkotika secara legal 
hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu 
pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu 
pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, 
menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai 
tanaman papaver, koka dan ganja.53 
   Di dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan-
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut : 
1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau 
menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 
111);  
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika 
Golongan I bukan tanaman (Pasal 112); 
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 
Narkotika golongan I (Pasal 113);   
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 
golongan I (Pasal 114); 
                                                          
52 Supramono, 2001, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm. 5  
53 Soedjono Dirjosisworo, 1990, Hukum Narkotika di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 
hlm.12 
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5. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika 
golongan I (Pasal 115);   
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 
Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika 
golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);   
7. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, 
atau menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117);   
8. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, 
mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);   
9. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 
golongan II (Pasal 119); 
10. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika 
golongan II (Pasal 120);   
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 
Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan 
Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);   
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III 
(Pasal 122);   
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III 
(Pasal 123);   
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14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan 
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam 
jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III 
(Pasal 124);   
15. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika 
golongan III (Pasal 125);   
16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 
Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan 
Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);   
17. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1))   
a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri   
b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri 
c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri   
18. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang 
sengaja tidak melapor (Pasal 128);  
19. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129)  
a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor 
Narkotika untuk pembuatan Narkotika;  
b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 
Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;  
c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 
menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 
prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;  
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d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor 
Narkotika untuk pembuatan Narkotika.   
   Sedangkan untuk sanksi pidana dan pemidanaan terhadap tindak 
pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dalam UU No 35 tahun 2009 
tentang Narkotika adalah sebagai berikut :  
1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara 
dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana 
tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan 
tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).   
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana 
Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun 
dan seumur hidup.   
3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara 
kumulatif (terutama penjara dan denda);   
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana 
minimal khusus (penjara maupun denda);   
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului 
dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, 
dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak 
belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive).    
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   Kebijakan kriminalisasi dari UU Narkotika tampaknya tidak terlepas 
dari tujuan dibuatnya undang-undang itu, antara lain:  
1. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika/ 
Psikotropika.  
2. Memberantas peredaran gelap Narkotika/Psikotropika.   
   Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam UU Narkotika 
terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran narkobanya (mulai dari 
penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke 
pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan 
(property/assets) yang diperoleh dari tindak pidana “narkobanya” nya itu 
sendiri. 
   Dalam ilmu hukum pidana, orang telah berusaha memberikan 
penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu 
tindak pidana. Van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak 
pidana dengan membuat suatu definisi bahwa pelaku tindak pidana itu 
hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur 
dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, 
baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan 
secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seseorang diri 
telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan”.54 
                                                          
54 Lamintang, 1984, Hukum Penitersier Indonesia, Alumni , Bandung, hlm. 556    
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
   Lokasi penelitian yang dipilih penulis bertempat di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa dengan pertimbangan bahwa data tentang perkara tindak 
pidana penyalahgunaan Narkotika dianggap cukup tersedia di instansi 
tersebut. Disamping itu, Kabupaten Gowa merupakan domisili tetap peneliti 
sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan 
secara intensif dalam waktu yang sangat terbatas. 
B. Jenis dan Sumber Data 
   Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Data primer, yaitu Data dan informasi yang diperoleh melalui 
penelitian lapangan (field research) terutama dengan menggunakan 
metode wawancara, Dalam hal ini yang diwawancarai adalah Hakim 
dan pihak-pihak yang dianggap terkait dan memiliki kompetensi 
dengan masalah yang dibahas. 
2. Data sekunder, yaitu Data dan informasi yang diperoleh melalui 
penelitian kepustakaan (library research) terutama melalui 
penelusuran buku-buku, laporan-laporan, literatur-literatur, 
peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, pendapat 
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para sarjana, dan juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan 
dengan penelitian ini.  
C. Teknik Pengumpulan Data 
   Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:   
1. Penelitian kepustakaan (library research)  
Yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, 
dan menelusuri sejumlah buku-buku, peraturan perundang-
undangan ataupun literatur-literatur lainnya yang relevan dengan 
masalah yang dibahas. 
2. Penelitian lapangan (field research),  
yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati secara sistematis 
terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki, adapun dengan cara :  
a. Wawancara  
Instrumen ini digunakan di dalam pengumpulan data dimana 
peneliti akan melakukan komunikasi langsung dengan majelis 
hakim ataupun pihak-pihak yang dianggap terkait dan memiliki 
kompetensi dengan masalah yang dibahas. 
b. Dokumentasi 
Instrumen ini digunakan di dalam pengumpulan data dengan cara 
menelusuri data yang berupa dokumen dan arsip yang diperoleh 
dari Panitera muda hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
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D. Analisis Data 
   Data-data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun 
sekunder, dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut dituliskan 
secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari 
hasil penelitian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Indikator Disparitas Pidana dalam perkara tindak pidana 
penyalahgunaan Narkotika  
Untuk memperbandingkan suatu putusan, khususnya putusan 
mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, putusan yang akan 
diperbandingkan tentunya harus memiliki indikator yang sama satu dengan 
yang lainnya, adapun indikator yang dimaksud adalah : 
1. Pelaku tindak pidana 
2. Tindak pidana yang dilakukan 
3. Objek tindak pidana  
Dalam memperbandingkan suatu putusan tentunya harus memiliki 
pelaku tindak pidana yang dapat diperbandingkan. Karna suatu putusan 
tentunya akan berbeda pidananya jika dalam satu putusan pelakunya 
adalah anak sedangkan dalam putusan lain pelakunya adalah orang 
dewasa. Dalam penelitian ini, penulis memilih putusan yang mempunyai 
pelaku tindak pidana yang menurut hukum cakap/dewasa dalam 
melakukan tindak pidana. 
Tindak pidana yang akan diperbandingkan adalah tindak pidana 
penyalahgunaan Narkotika Golongan I, yang diatur dalam pasal 127 (1) UU 
No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
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Terkait dengan objek tindak pidananya, penulis memilih Narkotika 
Golongan I, dan untuk lebih spesifiknya penulis memilih Zat metamfetamina 
atau dalam masyarakat lebih dikenal dengan zat shabu-shabu. 
Adapun putusan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika 
yang akan dijadikan objek penelitian adalah sebagaimana terurai dalam 
tabel berikut ini : 
Tabel 1. 
Nomor perkara dan indikator putusan yang diteliti disparitasnya 
No No. Perkara 
Terdakwa/ 
umur 
Tindak 
Pidana yang 
dilakukan 
Objek 
Tindak 
Pidana 
1 95/Pid.Sus/2016/PN. 
Sgm 
Muh. 
Nurfiansyah 
Bin Abd. 
Haris / 28 
tahun 
Penyalahgun
aan narkotika 
golongan I 
(pasal 127) 
Zat 
metamfetam
ina (shabu-
shabu) 
2 39/Pid.Sus/2016/PN 
Sgm 
Muhammad 
Risal Bin 
Basri/ 34 
tahun 
Penyalahgun
aan narkotika 
golongan I 
(pasal 127) 
Zat 
metamfetam
ina (shabu-
shabu) 
3 55/Pid.Sus/2016/PN 
Sgm 
Sukarno 
Said Bin 
Muh. Said 
Markuat/37 
tahun 
Penyalahgun
aan narkotika 
golongan I 
(pasal 127) 
Zat 
metamfetam
ina (shabu-
shabu) 
4 337/Pid.Sus/2015/PN
.Sgm. 
Akbar 
Junaedi Bin 
Junaedi Dg 
Se're/22 
tahun 
Penyalahgun
aan narkotika 
golongan I 
(pasal 127) 
Zat 
metamfetam
ina (shabu-
shabu) 
5 271/Pid.Sus/2016/PN
.Sgm. 
Nur Alim 
Basir Bin 
Basir/31 
tahun 
Penyalahgun
aan narkotika 
golongan I 
(pasal 127) 
Zat 
metamfetam
ina (shabu-
shabu) 
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1. Perkara nomor 95/Pid.Sus/2016/PN.Sgm 
No.perkara  : 95/Pid.Sus/2016/PN.Sgm 
Terdakwa   : Muh. Nurfiansyah Bin Abd. Haris 
Majelis hakim : - Muhammad Damis, S.H.,M.H 
      - Ilham, S.H.,M.H   
      - Elly Sartika Achmad, S.H. 
Penuntut umum :  Andi Fatmawati, S.H. 
Panitera pengganti : Resca Krestyanti, S.H. 
Amar putusan : 
- Menyatakan Terdakwa Muh. Nurfiansyah 
Bin Abd. Haris tersebut diatas, terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana penyalahguna 
narkotika golongan I bagi diri sendiri, 
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 1 
(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, 
- Menetapkan masa penangkapan dan 
penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan 
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- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dengan 
jenis penahanan Rumah Tahanan Negara; 
- Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) 
sachet plastik berisikan Kristal bening 
dengan berat netto seluruhnya 0,0683 (nol 
koma nol enam ratus delapan puluh tiga) 
gram dan berat akhir setelah disisihkan 
untuk pemeriksaan Labfor sisanya menjadi 
seberat 0,0632 (nol koma nol enam ratus 
tiga puluh dua) gram, dirampas untuk 
dimusnahkan; 
- Membebankan kepada Terdakwa 
membayar biaya perkara sejumlah 
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). 
Perkara No. 95/Pid.Sus/2016/PN.Sgm dengan terdakwa Muh. 
Nurfiansyah Bin Abd. Haris, Majelis Hakim yang memeriksa perkara 
tersebut berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I 
bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU No. 
35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah : 
1) Penyalahguna 
2) Narkotika golongan I bagi diri sendiri 
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Majelis hakim menimbang bahwa penyalahguna adalah orang yang 
menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan 
pasal 1 ayat (15) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana 
berdasarkan alat bukti yang ada dalam persidangan, terdakwa Muh. 
Nurfiansyah Bin Abd. Haris diyakini majelis hakim terbukti menggunakan 
Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur ini dianggap 
telah terpenuhi. 
Unsur kedua, yaitu unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri. 
Majelis hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di 
persidangan 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat 
netto seluruhnya 0,0683 gram yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari 
Satuan Norkoba Polres Gowa yang ditemukan pada saat melakukan 
penggeledahan badan terhadap Terdakwa positif mengandung 
metamfetamina, demikian pula urine milik Terdakwa juga positif 
mengandung metamfetamina, berdasarkan fakta hukum bahwa  urine milik 
Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina 
Terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I 
bagi diri sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 
Selain itu Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa tidak 
ada hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik 
sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dan juga 
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mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
terdakwa. 
keadaan  yang  memberatkan: 
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang 
serius mencegah dan memberantas penyalagunaan Narkotika; 
- Tindak pidana sejenis yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah 
hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa grafiknya relatif tinggi 
dibandingkan dengan tindak pidana lain;  
Keadaan yang meringankan : 
- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam memberikan 
keterangan;  
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;  
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi lagi; 
2. Perkara 39/Pid.Sus/2016/PN Sgm 
No.perkara  : 95/Pid.Sus/2016/PN.Sgm 
Terdakwa   : Muhammad Risal Bin Basri 
Majelis hakim : - Ilham, S.H.,M.H   
  - Rusdhiana Andayani,S.H. 
     - Sigit Triatmojo, S.H.  
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Penuntut umum :  Andi Fatmawati. S.H. 
Panitera pengganti : Fitriani S,S.H. 
Amar putusan : 
- Menyatakan terdakwa Muhammad Risal Bin 
Basri, terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “tanpa 
hak menggunakan Narkotika Golongan I 
bagi diri sendiri 
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama  2 
(dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan; 
- Menetapkan masa penangkapan dan 
penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dengan pidana 
yang  dijatuhkan, 
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;  
- Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) 
sachet plastik bening berisi kristal bening 
yang diduga Narkotika Gol.1 telah disisihkan 
untuk Labfor dan sisanya menjadi 0,8675 
gram, 48 (empat puluh delapan) sachet 
plastik bening kosong, 1 (satu) buah tas/ 
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dompet warna hitam yang didalamnya 
terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening 
kosong, 1 (satu) sachet plastik bening berisi 
1 (satu) penutup botol biru terdapat 2 lubang, 
4 (empat)  potongan pipet, 1 (satu) pirex 
kaca yang berisi kristal bening yang diduga  
Narkotika gol.1 telah disisihkan untuk Labfor 
dan sisanya menjadi 0,0069 gram, 1 (satu) 
buah gunting, 1 (satu ) buah korek api gas, 1 
(satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 
1 (satu)  buah alat hisap (bong) dari botol 
kaca, 1 (satu)  buah kaleng rokok berisi 3 
(tiga) sachet plastik bening berisi kristal 
bening diduga Narkotika telah disisihkan 
untuk Labfor dan sisanya menjadi 0,0145 
gram, 3 (tiga) buah pirex kaca, 1 (satu) 
potongan pipet warna pink, 1 (satu) buah 
pisau lipat dan 1 (satu) buah botol plastik 
warna hitam berisi 5 (lima) batang potongan 
pipet warna pink, 2 (dua) potongan pipet 
warna hijau, 2 (dua) potongan pipet warna 
putih, 1 (satu) potongan pipet warna merah;    
Dirampas untuk dimusnahkan; 
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- Membebankan kepada terdakwa untuk 
membayar biaya perkara sejumlah 
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); 
Perkara No. 39/Pid.Sus/2016/PN.Sgm dengan terdakwa 
Muhammad Risal Bin Basri, dalam perkara ini Majelis Hakim yang 
memeriksa perkara tersebut berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika 
golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat 
(1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:  
1. Setiap orang 
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri 
Berbeda dengan putusan sebelumnya, Majelis hakim pada  perkara 
ini memasukkan unsur setiap orang didalam pasal penyalahgunaan 
narkotika ini. Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam 
padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah subyek hukum 
yang dapat berupa orang- perorangan maupun badan hukum yang diwakili 
oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan 
mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan 
dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang 
dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang 
dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya. Dan yang menjadi 
subyek hukum yang diajukan kepersidangan berupa orang yaitu seorang 
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terdakwa yang bernama Muh. Risal Bin Basri, Majelis Hakim juga 
berpendapat bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan 
rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi 
umur, terdakwa sudah dapat dikategorikan telah dewasa yang 
mengindikasikan bahwa terdakwa secara subjektif sudah dapat 
mempertanggungjawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari 
perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya 
tersebut, dengan demikian unsur ”setiap orang ” telah terpenuhi. 
Unsur kedua, yaitu unsur menyalahgunakan Narkotika bagi diri 
sendiri. Majelis Hakim Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - 
saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta hukum 
bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan karena diduga 
menggunakan Narkotika, yang ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu, 
kejadian penangkapan terdakwa tepatnya pada hari Senin tanggal 09 
November 2015 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah kost Baiti Jannati 01 Jl. 
Hos Cokroaminoto Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu 
Kabupaten Gowa, barang bukti yang ditemukan : 5 (lima) sachet plastik 
bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol.1 jenis Shabu,  48 
(empat puluh delapan) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) buah tas/ 
dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik 
bening kosong, 1 (satu) sachet plastik bening berisi 1 (satu) penutup botol 
biru terdapat 2 lubang, 4 (empat)  potongan pipet, 2 (satu) pirex kaca,1 
(satu) buah gunting, 1 (satu ) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan 
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elektrik warna hitam, 1 (satu)  buah alat hisap (bong), 1 (satu)  buah kaleng 
rokok berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga 
Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) buah pirex kaca, 1 (satu) potongan pipet 
warna pink, 1 (satu) buah pisau lipat dan 1 (satu) buah botol plastik warna 
hitam berisi 5 (lima) batang potongan pipet warna pink, 2 (dua) potongan 
pipet warna hijau, 2 (dua) potongan pipet warna putih, 1 (satu) potongan 
pipet warna merah. Bahwa benar Terdakwa tidak merupakan target operasi 
untuk ditangkap dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang. 
Dan berdasarkan surat Labfor Polri Cabang Makassar untuk dilakukan 
pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris 
dengan berita acara pemeriksaan laboratories kiriminalistik Nomor Lab : 
2731 / NNF / XI / 2015, tanggal 20 Nopember 2015, menyimpulkan bahwa 
barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan 
terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009, 
tentang Narkotika dan 1 (satu) botol berisi urine milik terdakwa Lelaki Muh. 
Risal Bin Basri adalah benar Positif mengandung Metamfetamina.  
Dari fakta hukum tersebut diatas diketahui terdakwa tanpa izin dari 
instansi atau dari pejabat yang berwenang memakai Narkotika jenis shabu, 
sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur ini 
telah terpenuhi. 
Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan pembenar maupun 
alasan pemaaf dalam diri terdakwa dan juga mempertimbangkan hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 
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Keadaan yang memberatkan: 
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program 
pemerintah dalam pemberantasan Narkotika 
Keadaan yang meringankan:  
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;  
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan 
menyesali perbuatannya;  
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
3. Perkara 55/Pid.Sus/2016/PN Sgm 
No.perkara  : 55/Pid.Sus/2016/PN Sgm 
Terdakwa   : Sukarno Said Bin Muh. Said Markuat 
Majelis hakim : - Amran S. Herman, S.H., M.H 
  - Ibnu  Rusydi, S.H. 
      - Sigit Triatmojo, S.H.  
Penuntut umum :  Denata Suryaningrat, S.H, 
Panitera pengganti : Fitriani S,S.H. 
Amar putusan : 
- Menyatakan Terdakwa Sukarno Said Bin 
Muh. Said Markuat, terbukti secara sah dan 
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meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “tanpa hak menyalahgunakan 
Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”; 
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 10 
(sepuluh) bulan 
- Menetapkan masa penangkapan dan 
penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan;  
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 
- Menetapkan barang bukti berupa ; Sebuah 
bungkus rokok gudang garam yang berisi 
empatbatang rokok dan 1 (satu)  sachet  
plastik bening Narkotika berisi Kristal bening 
narkotika jenis shabu-shabu; 1 (satu) sachet 
plastik bening berisi Kristal bening narkotika 
jenis shabu-shabu yang kesemuanya 
dengan berat netto 0,1882 gram; dirampas 
untuk dimusnahkan 
- Membebankan kepada Terdakwa 
membayar biaya perkara sejumlah 
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 
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Perkara No. 55/Pid.Sus/2016/PN.Sgm dengan terdakwa Sukarno 
Said Bin Muh. Said Markuat, Majelis Hakim yang memeriksa perkara 
tersebut berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I 
bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU No. 
35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:  
1. Setiap orang 
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri 
Majelis Hakim Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah setiap 
orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menurut Majelis 
telah memenuhi unsur sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum, 
dimana terdakwa membenarkan Jati dirinya yang tertera dalam surat 
dakwaan. Kemudian unsur tersebut dilengkapi dengan fakta-fakta hukum 
yang ada dalam persidangan sehingga unsur setiap orang dalam perkara 
ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. 
Kedua, unsur meyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. 
Majelis Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ‘penyalahguna 
narkotika’ menurut Pasal 1 angka 15 UU 35 Tahun 2009 adalah orang yang 
menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Adapun yang 
dimaksud “Tanpa Hak” atau ‘Melawan Hukum” ialah bahwa seseorang yang 
melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk 
melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-
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perbuatan yang memerlukan persetujuan atau ijin dari pihak yang 
berwenang, tanpa hak berarti tidak adanya ijin atau persetujuan untuk 
melakukan perbuatan itu, Sedangkan ‘melawan hukum’ lebih ditujukan 
adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan 
dalam UU terkait. Kemudian yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan 
I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta 
mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.  
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui 
bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita 
dipintu Gerbang BTN Bakolu Gowa Terdakwa Sukarno Said Bin Muh. Said 
Markuat telah tertangkap tangan sedang membawa sebuah pembungkus 
rokok Gudang Garam yang berisi 4 (empat) batang rokok dan 1 (satu) saset 
plastik bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu-
sabu, serta 1 (satu) saset plastic bening berisi Kristal bening diduga 
Narkotika Gol I jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan pada saku jaket 
sebelah kiri sebanyak 1 (satu) gram untuk dikonsumsi sendiri, kemudian 
barang bukti tersebut disita oleh petugas dan terdakwa dibawa ke Kantor 
Polres Gowa. Karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk 
memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika I jenis sabu-sabu dari 
pihak yang berwenang dan urine terdakwa juga positif mengandung 
metamfetamina, maka dengan demikian unsur “Menyalahgunakan 
Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri” ini dianggap telah terpenuhi.  
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Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan pembenar maupun 
alasan pemaaf dalam diri terdakwa dan juga mempertimbangkan hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 
Keadaan  yang  memberatkan:  
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan generasi 
muda  
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah 
dalam pemberantasan tindak pidana narkotika 
Keadaan yang meringankan: 
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya 
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan 
mengulanginya lagi di kemudian hari 
- Terdakwa menyesali perbuatannya 
- Terdakwa tidak berbelit dalam memberikan keterangan 
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum  
4. Perkara 337/Pid.Sus/2015/PN.Sgm 
No.perkara  : 337/Pid.Sus/2015/PN.Sgm 
Terdakwa   : Akbar Junaedi bin Junaedi dg Se’re  
Majelis hakim : - Ilham, S.H.,M.H    
  - Ernawati Anwar, S.H. 
      - Amran S. Herman, S.H., M.H   
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Penuntut umum :  Andi Pubrianti, S.H.,M.H. 
Panitera pengganti : Sudharmono,S.H. 
Amar putusan : 
- Menyatakan Terdakwa Akbar Junaedi Bin 
Junaedi Dg. Se’re, bersalah melakukan 
tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan 
Hukum melakukan penyalahgunaan 
Narkotika golongan 1 Jenis Shabu-Shabu 
untuk diri sendiri";  
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 
Akbar Junaedi Bin Junaedi Dg. Se're, 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun; 
- Menetapkan agar Terdakwa berada dalam 
tahanan;  
- Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) 
Saschet kristal metamfetamina dengan berat 
netto 0,2988 gram dirampas untuk 
dimusnahkan;  
- Menetapkan Terdakwa membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu 
rupiah). 
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Perkara No. 337/Pid.Sus/2015/PN.Sgm dengan terdakwa Akbar Junaedi 
bin Junaedi dg Se’re, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut 
berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri 
sendiri sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 
2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:  
1. Setiap orang 
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri 
Majelis Hakim Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur 
"setiap orang" menurut ketentuan undang-undang adalah orang selaku 
subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mana mampu 
bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dalam keadaan 
sehat jasmani dan rohani serta lancar dalam memberikan keterangan 
dipersidangan. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan baik dari 
keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, terdakwa memenuhi 
syarat-syarat tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.  
Kemudian unsur “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri 
sendiri” yang menurut Majelis Hakim bahwa unsur menyalahgunakan 
narkotika disini berarti penggunaan narkotika yang dilakukan secara tanpa 
hak atau melawan hukum. Kemudian, fakta dalam persidangan 
menunjukkan Terdakwa Akbar junaedi Bin Junaedi Dg. Se're tidak 
mempunyai kewenangan untuk mempergunakan narkotika golongan I jenis 
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shabu-shabu tersebut karena apabila mau dipergunakan maka harus ada 
izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa menggunakan 
shabu- shabu untuk diri sendiri adalah perbuatan yang melawan hukum 
sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dianggap bertentangan dengan 
aturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikaitkan dengan alat bukti 
surat ditemukan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa di laboratorium 
positif mengandung metamfetamina sehingga jelas bahwa shabu-shabu 
tersebut dibeli hanya untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa. Dengan 
demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum. 
Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan pembenar maupun 
alasan pemaaf dalam diri terdakwa dan juga mempertimbangkan hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 
Keadaan  yang  memberatkan:  
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah 
tentang pemberantasan narkotika 
- Perbuatan Terdakwa secara perlahan-lahan dapat perusak 
generasi muda 
Keadaan yang meringankan :  
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan 
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya 
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5. Perkara 271/Pid.Sus/2016/PN.Sgm. 
No.perkara  : 271/Pid.Sus/2016/PN.Sgm 
Terdakwa   : Nur Alim Basir Bin Basir 
Majelis hakim : -  Sigit Triatmojo, S.H. 
  - Ibnu  Rusydi, S.H. 
      - Elly Sartika Achmad, S.H. 
Penuntut umum : Denata Suryaningrat, S.H. 
Panitera pengganti : Nurmala Gita Sari, S.H., M.H 
Amar putusan : 
- Menyatakan terdakwa Nur Alim Basir bin 
Basir tersebut diatas, terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana penyalahgunaan Narkotika golongan 
I bagi diri sendiri sebagaimana dalam 
dakwaan subsidair;  
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa  oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 8 
(delapan) bulan;  
- Menetapkan masa penangkapan dan 
penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
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dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan;  
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 
- Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) 
sachet plastik bening berisi kristal bening 
dengan berat netto 0,2685 gram Narkotika 
golongan I jenis shabu, 9 (sembilan) sachet 
plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah 
kemeja warna merah dan hitam Dirampas 
untuk dimusnahkan; 8. Membebankan 
kepada Terdakwa membayar biaya perkara 
sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);   
Perkara No. 271/Pid.Sus/2016/PN.Sgm dengan terdakwa Nur Alim 
Basir bin Basir, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan 
Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dalam pasal 
127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya 
adalah : 
1. Setiap orang 
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri 
Majelis Hakim Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur 
“Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai 
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pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak 
pidana yang menurut majelis telah memenuhi unsur sebagaimana yang 
diuraikan Penuntut Umum. Kemudian, dari keterangan saksi-saksi dan 
pengakuan Terdakwa sendiri membenarkan jati dirinya yang ada dalam 
surat dakwaan sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim 
berpendapat unsur “Setiap Orang” diatas telah terpenuhi menurut hukum.  
 Kemudian unsur “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri 
sendiri” yang menurut Majelis Hakim bahwa unsur menyalahgunakan 
narkotika disini berarti penggunaan narkotika yang dilakukan secara tanpa 
hak atau melawan hukum. Mengenai pengertian narkotika, yang dimaksud 
dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 
sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 UU No. 
35 Tahun 2009). Terkait dengan Narkotika jenis metamfetamina yang 
digunakan atau ditemukan terdakwa terdaftar dalam Narkotika golongan I 
nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika. 
Majelis Hakim Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidangan yaitu 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening 
dengan berat netto 0,2685 gram Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, 
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9 (sembilan) sachet plastik bening bekas pakai, urine terdakwa yang positif 
mengandung zat metamfetamina, serta keterangan saksi maupun 
keterangan terdakwa, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa 
perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan/memakai narkotika jenis 
sabu-sabu dengan menggunakan alat-alat sebagaimana yang dijadikan 
barang bukti dalam perkara ini adalah bentuk penggunaan diluar ketentuan 
yang telah disebutkan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan 
bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan demikian 
menurut Majelis unsur kedua “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi 
diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum; 
Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan pembenar maupun 
alasan pemaaf dalam diri terdakwa dan juga mempertimbangkan hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 
Keadaan  yang  memberatkan:  
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah 
Keadaan yang meringankan:  
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki 
perbuatannya dikemudian hari 
- Terdakwa menyesali perbuatannya 
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Semua perkara tersebut dianggap dan diputus bersalah telah 
melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika yang rumusannya  “Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I 
bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun”.  
Disparitas pidana tampak apabila diperbandingkan kuantitas pidana 
yang dijatuhkannya. Dalam perkara Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN.Sgm 
dengan Terdakwa Muh. Nurfiansyah Bin Abd. Haris, jumlah pidana yang 
dijatuhkan majelis hakim adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 
6 (enam) bulan, perkara nomor 39/Pid.Sus/2016/PN Sgm dengan terdakwa 
Muhammad Risal Bin Basri, jumlah pidana yang dijatuhkan majelis hakim 
adalah pidana penjara selama  2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, 
perkara nomor 55/Pid.Sus/2016/PN Sgm dengan terdakwa Sukarno Said 
Bin Muh. Said Markuat, pidana yang dijatuhkan hakim adalah pidana 
penjara selama 10 (sepuluh) bulan, perkara nomor 
337/Pid.Sus/2015/PN.Sgm dengan terdakwa Akbar Junaedi bin Junaedi dg 
Se’re, pidana yang dijatuhkan hakim adalah pidana penjara selama 1 tahun, 
dan perkara nomor 271/Pid.Sus/2016/PN.Sgm dengan terdakwa Nur Alim 
Basir Bin Basir, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 8 
(delapan) bulan.  
Dari penjelasan  diatas sangat tampak perbedaan penjatuhan pidana 
pada perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Dari kelima perkara 
yang diteliti diatas pidana paling berat ada perkara nomor 
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39/Pid.Sus/2016/PN Sgm dengan terdakwa Muhammad Risal Bin Basri, 
dengan jumlah pidana penjara selama  2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) 
bulan, sangat kontras dengan perkara yang dijatuhi pidana paling ringan 
yaitu perkara nomor 271/Pid.Sus/2016/PN.Sgm dengan terdakwa Nur Alim 
Basir Bin Basir, yang dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. 
Hal lain yang menjadi dasar pembeda dari kelima perkara tersebut 
adalah jumlah zat metamfetamina (shabu-shabu) yang digunakan ataupun 
yang ditemukan penyidik pada terdakwa. Dalam perkara Nomor 
95/Pid.Sus/2016/PN.Sgm dengan Terdakwa Muh. Nurfiansyah Bin Abd. 
Haris zat metamfetamina yang ditemukan penyidik adalah zat 
metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0683 (nol koma nol enam 
ratus delapan puluh tiga) gram, perkara nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.Sgm 
dengan terdakwa Muhammad Risal Bin Basri, zat metamfetamina yang 
ditemukan penyidik adalah zat metamfetamina dengan berat netto 0,8675 
(nol koma delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima) gram, perkara nomor 
55/Pid.Sus/2016/PN.Sgm dengan terdakwa Sukarno Said Bin Muh. Said 
Markuat, zat metamfetamina yang ditemukan penyidik adalah zat 
metamfetamina dengan berat netto berat netto 0,1882 (nol koma seribu 
delapan ratus delapan puluh dua) gram, perkara nomor 
337/Pid.Sus/2015/PN.Sgm dengan terdakwa Akbar Junaedi bin Junaedi dg 
Se’re, zat metamfetamina yang ditemukan penyidik adalah zat 
metamfetamina dengan berat netto 0,2988 (nol koma dua ribu Sembilan 
ratus delapan puluh delapan) gram, dan perkara nomor 
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271/Pid.Sus/2016/PN.Sgm dengan terdakwa Nur Alim Basir Bin Basir, zat 
metamfetamina yang ditemukan penyidik adalah zat metamfetamina 
dengan berat netto 0,2685 (nol koma dua ribu enam ratus delapan puluh 
lima) gram.  
Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan data tersebut dalam 
tabel berikut : 
Tabel 2 
Nomor putusan, berat zat metamfetamina, dan pidana yang 
dijatuhkan 
No No. Perkara 
Zat 
metamfetamina 
(gram) 
Pidana yang 
dijatuhkan 
1 95/Pid.Sus/2016/PN.Sgm  0,0683 gram 
pidana penjara 
selama 1 (satu) 
tahun dan 6 (enam) 
bulan 
2 39/Pid.Sus/2016/PN.Sgm  0,8675 gram 
pidana penjara 
selama2 (dua) tahun 
dan 10 (sepuluh) 
bulan 
3 55/Pid.Sus/2016/PN.Sgm 0,1882 gram 
pidana penjara 
selama 10 (sepuluh) 
bulan 
4 337/Pid.Sus/2015/PN.Sgm  0,2988 gram 
Pidana penjara 
selama 1 (satu) 
tahun 
5 271/Pid.Sus/2016/PN.Sgm 0,2685 gram 
Pidana penjara 
selama 8 (delapan) 
bulan.  
 
Jika dikaitkan dengan teori absolut (mutlak), pidana yang dijatuhkan 
semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak 
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pidana (quaia peccatum est). pidana merupakan akibat mutlak yang harus 
ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. 
Jadi, dasar pembenaran pidana terletak pada adanya atau terjadinya 
kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) 
dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan 
sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah 
sekunder.55  
Berdasarkan teori tersebut diatas, jumlah pemidanaan haruslah 
bergantung pada jumlah kerusakan/kerugian yang ditimbulkannya dalam 
hal ini adalah jumlah Narkotika yang digunakan ataupun yang ditemukan 
pada terdakwa.  
Jika dikaitkan dengan perkara-perkara Narkotika yang penulis teliti 
diatas, perkara nomor 95/Pid.Sus/2016/PN.Sgm dengan terdakwa Muh. 
Nurfiansyah Bin Abd. Haris, harusnya dihukum lebih ringan dari pada yang 
lainnya Karena zat metamfetamina (shabu-shabu) yang digunakan hanya 
0,0683 (nol koma nol enam ratus delapan puluh tiga) gram. Namun, 
hasilnya tentu akan berbeda jika majelis hakim yang memutus perkara 
tersebut menggunakan teori atau falsafah pemidanaan yang lain. 
Hal lain yang juga dianggap penting dalam meneliti disparitas pidana 
adalah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusannya. Dimana dalam memutus suatu perkara, hakim harus 
                                                          
55 Muladi dan barda nawawi arief, 2010, op.cit. hlm.10-11 
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mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dari suatu putusan. 
Untuk perkara-perkara yang diteliti diatas, pada dasarnya hampir tidak ada 
disparitas dalam pertimbangannya. Beberapa pertimbangan tersebut 
diantaranya : 
1. Mengenai pasal yang menjadi dasar tindak pidana yang 
dilakukan terdakwa. Dimana hakim menguraikan unsur-unsur 
yang ada dalam pasal tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta 
yang terungkap di persidangan 
2. Mengenai ada tidaknya hal-hal yang dapat menghapuskan 
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf 
3. Mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan 
terdakwa 
4. Hal-hal yang memberatkan atau meringankan bagi terdakwa 
5. Tujuan pemidanaan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat 
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B. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Perkara 
Tindak Pidana Narkotika 
Perbedaan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang sama 
tentunya bersumber dari putusan hakim, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa figur hakim dalam hal disparitas pemidanaan sangat menentukan. 
Namun tidaklah cukup bila hanya dipandang dari sisi hakim saja. Penulis 
kemudian membagi 3 (tiga) faktor penyebab timbulnya disparitas pidana. 
1. Sistem Hukum Dan Falsafah Pemidanaan 
Pertama-tama dapat dikemukakan bahwa disparitas pidana tersebut 
dimulai dari sistem hukum itu sendiri. Dalam sistem hukum pidana di 
Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih 
jenis pidana (strafsoort), berat atau ringannya pidana (strafmaat), dan cara 
menerapkan pidana (strafmodus) yang dikehendaki, sehubungan dengan 
penggunaan sistem alternatif didalam pengancaman pidana didalam 
undang-undang. Namun kebebasan ini bukan berarti bahwa Hakim boleh 
menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu.  
Dengan adanya pedoman pemidanaan maka hakim dalam hal 
penerapan peraturan sebagai kebijakan aplikatif dapat menjatuhkan pidana 
yang lebih adil, manusiawi dan mempunyai rambu-rambu yang bersifat 
yuridis, moral justice dan sosial justice. Konkritnya, konsekuensi logis aspek 
ini adalah putusan hakim atau putusan pengadilan diharapkan mampu lebih 
mendekatkan diri pada keadilan yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup 
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di masyarakat. Namun, sayangnya di Indonesia tidak ada pedoman 
pemidanaan yang dapat sebagai barometer dan katalisator bagi hakim. 
Sependapat dengan hal tersebut, Sudarto mengatakan : 
KUHPIDANA tidak memuat pedoman pemberian pidana 
(straftoemetingsleiddraad) yang umum, ialah suatu pedoman yang 
dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas 
yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana yang 
ada hanya aturan pemberian pidana (straftoemetingsregels).56 
Sebagai contoh, seperti yang terdapat dalam rumusan pasal yang 
ada dalam KUHP, tampak bahwa beberapa pidana pokok seringkali 
diancamkan kepada pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif, 
artinya hanya satu diantara pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat 
dijatuhkan hakim, dalam hal ini diserahkan kepadanya untuk memilih sendiri 
manakah yang paling tepat. Selain itu, hakim juga mempunyai kebebasan 
untuk memilih barat atau ringannya pidana (strafmaat) yang akan 
dijatuhkan, sebab yang di tentukan oleh undang-undang hanyalah 
maksimum dan minimumnya.  
Sebagai penjelasan dapat dikemukakan disini pasal 12 ayat 2 KUHP 
yang menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling 
pendek adalah satu hari dan paling lama adalah lima belas tahun berturut-
turut. Selanjutnya, mengenai pidana kurungan pasal 18 ayat 1 KUHP 
menyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit adalah satu hari dan 
paling lama satu tahun. Disamping minimum umum dan maksimum umum 
                                                          
56 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, ibid, hlm. 57 
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tersebut, pada setiap pasal tindak pidana dicantumkan maksimum 
khususnya (untuk masing-masing tindak pidana). Dalam batas-batas 
maksimal dan minimal tersebut hakim bebas bergerak untuk mendapatkan 
pidana yang tepat. 
Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (pasal 127 ayat (1) 
UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) berbeda dengan pasal-pasal 
tindak pidana lain yang ada dalam UU tersebut. Ketentuan pidananya 
hanya mengatur tentang batas pidana maksimum khususnya saja, berbeda 
dengan pasal-pasal lainnya yang mengatur pidana minimum khusus dan 
pidana maksimum khususnya. Sistem Pemidanaan seperti ini membuka 
peluang terjadinya disparitas pidana karena adanya batas minimum dan 
maksimum pemberian hukuman, sehingga hakim bebas bergerak untuk 
mendapatkan pidana yang menurutnya tepat. 
Menciptakan suatu pedoman pemberian pidana memberikan 
kemungkinan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh facet daripada 
kejadian-kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu 
dilakukan, dengan pribadi daripada si pembuatnya, umurnya, tingkatan 
kecerdasannya dan keadaan-keadaan serta suasana waktu perbuatan itu 
dilakukan.57 
Menurut Oemar Seno Adji, kapankah suatu hukuman dijatuhkan, 
erat sekali hubungannya dengan sifat “ernest” dari perbuatan yang 
                                                          
57 ibid, hlm. 67 
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dilakukan, pribadi ataupun keadaan pribadi dari si terdakwa yang 
memberikan kesan bagi hakim mengenai  kepribadian terdakwa dalam 
persidangan, baik sifat dan perbuatan maupun pribadi dari terdakwa, maka 
gabungan dari kedua tersebut diterima pula oleh jurisprudensi. Dalam hal 
ini diperlukan suatu daftar yang berisi checking points (control punten) yang 
dapat merupakan suatu bantuan bermanfaat dalam memberikan hukuman, 
yang menunjuk pada points maksimal tentang perbuatan dan pelakunya 
dan tiap-tiap kategori tindak pidana.58    
Menurut Soedarto, Pedoman pemberian pidana ini akan 
memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti 
bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. 
Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal yang bersifat subyektif yang 
menyangkut orangnya dan juga hal-hal yang bersifat obyektif yang 
menyangkut hal-hal yang di luar pembuat. Dengan memperhatikan butir-
butir tersebut, diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih 
dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.59 
Pendapat Soedarto tersebut didukung oleh Muladi dan Barda 
Nawawi Arief yang mengatakan bahwa masalahnya bukan menghilangkan 
disparitas secara mutlak tetapi disparitas tersebut harus “reasonable”.60 
                                                          
58 Ibid. 
59 Sudarto, 1982, Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan, Babinkumnas, Jakarta, hlm. 5 
60 Muladi dan Barda Nawawi Arief, op.cit, hlm. 68 
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Dalam rangka usaha untuk mengurangi disparitas pidana, maka 
didalam konsep rancangan KUHP yang baru buku kesatu, tepatnya pada 
pasal 55 ayat (1), pedoman pemberian pidana ini diperinci sebagai berikut: 
Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan : 
a. Kesalahan pembuat tindak pidana 
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana 
c. Sikap batin pembuat tindak pidana 
d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak 
direncanakan 
e. Cara melakukan tindak pidana 
f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana  
g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat 
tindak pidana 
h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana 
i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban 
j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, dan/atau 
k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan 
Ilham, S.H.,M.H, Hakim pengadilan Negeri Sungguminasa juga 
sependapat dengan hal tersebut, ia mengatakan bahwa salah satu faktor 
penyebab terjadinya disparitas pidana Karena undang-undang itu sendiri, 
yaitu tidak adanya pedoman dalam pemidanaan bagi hakim dalam 
memutus perkara.61 
Selain itu, Salah satu hal yang juga berpengaruh besar terhadap 
terjadinya disparitas pidana adalah asas peradilan yang berlaku di 
Indonesia bahwa hakim tidak terikat pada putusan hakim terdahulu 
mengenai perkara sejenis atau perkara serupa yang dihadapinya. Sistem 
hukum Indonesia sebagai pewaris sistem hukum eropa kontinental atau  
                                                          
61 Wawancara tanggal 24 Januari 2017 
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civil law system tidak menganut doktrin “stare decisis” atau “the binding 
force of precedent”.  
Mengenai asas preseden yang mengikat ini Sudikno Mertokusumo 
dan A. Pitlo menyatakan, kembali  kepada  Hakim  yang  bersangkutan,  
apakah akan  memutus  sesuai  yurisprudensi  ataukah  tidak,  karena  
secara  normatif, teoretis, doktrin  dan  praktik  peradilan  jurisprudensi  di  
Indonesia  tidak  bersifat sebagai  “the  binding  force  of  precedent” akan  
tetapi relatif  bersifat  sebagai “pressuasieve of precedent”. Yurisprudensi 
merupakan sumber hukum juga. Ini tidak berarti bahwa hakim  terikat  pada  
putusan  mengenai  perkara  yang  sejenis  yang  pernah diputuskan.  Suatu  
putusan  itu  hanyalah  mengikat  para  pihak. Lain halnya dengan Negara 
yang menganut asas “the binding force or precedent” atau “stare  decisis”, 
maka  putusan  pengadilan tidak  hanya  mengikat  para  pihak,  tetapi  juga  
hakim.  Di  Indonesia  pada asasnya tidak dikenal asas “the binding force 
or precedent”. Asas the binding force of precedent (kekuatan mengikat dari 
preseden atau putusan sebelumnya mengenai kasus yang sejenis) atau 
dikenal juga dengan asas “stare decisis et quieta non movere” pada 
common law system memiliki peran yang penting karena hakim tunduk 
pada keputusan-keputusan hakim terdahulu mengenai kasus yang sejenis. 
Jika ada kasus yang sama maka untuk membuat keputusan, hakim harus 
melihat keputusan kasus sebelumnya dan kemudian menjatuhkan 
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hukuman. Keputusan hakim terdahulu itu menjadi dasar bagi hakim untuk 
memberi putusan.62 
Hal lain yang secara tidak langsung dapat menjadi faktor penyebab 
disparitas pidana adalah adanya berbagai teori/falsafah pemidanaan yang 
telah merumuskan tujuan pemidanaan yang berbeda-beda. Namun, satu 
hal yang patut dicatat adalah bahwa perkembangan teori pemidanaan 
tersebut menunjukkan pergeseran falsafah pemidanaan dari falsafah 
“menghukum” ke falsafah “pembinaan”, termasuk yang terjadi di Indonesia. 
Teori Absolut atau teori pembalasan (retributive), merumuskan tujuan 
pemidanaan sebagai balasan atas kesalahan. Asumsi dasarnya adalah 
setiap orang bertanggung jawab secara moral atas kesalahannya. Jadi, 
menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata demi memenuhi ambisi 
pembalasan. 
Sementara itu Teori Relatif atau teori tujuan (utilitarian) memandang, 
bahwa pidana dapat dipergunakan untuk kemanfaatan. Kemanfaatan itu 
baik ditujukan kepada pelaku misalnya dengan menjadikan lebih baik 
sehingga ia tidak mengulangi perbuatan maupun ditujukan kepada dunia 
yaitu untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa.  
Sedangkan menurut pandangan teori gabungan selain dimaksudkan 
sebagai upaya pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh 
                                                          
62, Sudikno Metrokusumo dan A. Pitlo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya 
Bakti, Yogyakarta, hlm. 65  
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seseorang, pidana tersebut tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang 
adil. 
Berbagai macam teori/falsafah pemidanaan tersebut secara filosofis 
mempengaruhi kuantitas pidana yang dijatuhkan. Seorang hakim yang 
cenderung ke suatu teori akan mempertimbangkan teori tersebut dalam 
penjatuhan putusan pidananya. 
2. Disparitas Pidana yang bersumber dari Majelis Hakim 
Majelis Hakim juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya 
disparitas pidana. Majelis Hakim merupakan kekuasaan yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan. Artinya Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih jenis 
pidana (strafsoort), berat atau ringannya pidana (strafmaat), dan cara 
menerapkan pidana (strafmodus) yang dikehendakinya. Kebebasan 
tersebut berdasarkan UUD tahun 1945, pada bab IX pasal 24. 
Pasal 24 :  
1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan.   
2) Kekuasaan  kehakiman  dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.  
Ketentuan tentang kedudukan kehakiman juga ditentukan dalam UU 
No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 ayat (1) 
berbunyi :  
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“Kekuasaan  Kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang merdeka  
untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum dan 
keadilan berdasarkan Pancasila dan  UU  Dasar  Negara  Republik  
Indonesia Tahun  1945,  demi  terselenggaranya  Negara  Hukum 
Republik Indonesia”. 
Karena kedudukan dan kemandirian kehakiman itulah setiap hakim 
dituntut untuk melakukan penemuan hukum maupun penciptaan hukum 
agar putusan yang diambilnya sesuai dengan hukum dan rasa keadilan 
masyarakat. Hakim dalam kebebasan dan kemandiriannya menafsirkan 
hukum kemudian berada pada posisi sentral dalam penentuan hukum 
dengan segala keterbatasan dan kelemahannya sebagai manusia biasa. 
Keyakinan hakim yang kemudian dalam hukum pidana dianggap sebagai 
alat bukti yang sah adalah salah satu celah yang menjadi penyebab 
disparitas pidana. 
Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa salah satu 
penyebab disparitas pidana ada pada diri hakim, baik yang bersifat internal 
maupun eksternal. Sifat internal dan eksternal ini kadang-kadang sulit 
dipisahkan, Karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut 
sebagai “human equation” atau “personality of the judge” dalam arti luas 
yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, 
agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial.63  
Dalam kondisinya sebagai manusia biasa, hakim akan berhadapan 
dengan keadaan yang dapat mengintervensi kebebasan dan  
kemandiriannya, baik  yang  bersifat  internal  (diri pribadi hakim sendiri), 
                                                          
63 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, op.cit, hlm. 58 
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misalnya usia, pengalaman, gender, sifat dan kepribadian, intelektualitas, 
rasa simpati, empati, antipati, emosi, integritas, keinginan, kepentingan, 
popularitas, dan lain-lain, Ataupun yang berupa  kondisi  yang  berasal  dari  
luar diri hakim, misalnya, persaudaraan, pertemanan, penyuapan, 
pengarahan, tekanan, tindakan kekerasan, pembentukan opini, 
kepentingan politis, dan lain lain. Jadi, faktor  internal  berkaitan  dengan  
kualitas  sumber  daya  hakim  itu  sendiri,  yang dapat  bermula  dari  cara  
rekruitmennya  yang  tidak  objektif,  integritas  moral yang kurang dan  
tingkat  pendidikan/keahlian.  Sedangkan  faktor  eksternal  adalah  faktor  
yang datangnya dari luar diri hakim, terutama yang berkaitan dengan sistem 
peradilan atau sistem penegakan hukum yang kurang mendorong kinerja 
hakim. Dalam hal ini dapat disebabkan  karena  masalah  instumen  
hukumnya  (perundang-undangan),  adanya intervensi dan tekanan dari 
pihak luar, tingkat kesadaran hukum, sarana dan prasarana sistem  
birokrasi/pemerintahannya, dan lain-lain.64  
Faktor internal dan eksternal tersebut sangat mempengaruhi 
bagaimana putusan akhir ataupun penjatuhan pidana dalam suatu perkara. 
Selain itu, aliran/falsafah pemidanaan yang di gunakan oleh hakim juga 
sangat menentukan bagaimana putusan akhir dari suatu perkara, hakim 
yang menggunakan teori absolut (mutlak) cenderung akan menjatuhkan 
pidana yang lebih berat dari hakim yang menggunakan teori lainnya, 
                                                          
64 Surjono Sukanto, 2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo 
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Karena toeri absolut menganggap bahwa pidana merupakan pembalasan 
dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Hal itu sah-sah saja dilakukan 
asalkan hakim tersebut menjelaskan secara rinci pertimbangan-
pertimbangan atau alasan-alasnnya dalam menjatuhkan pidana yang 
tertuang dalam putusan akhir. 
Nanda Agung Dewantara mengatakan bahwa Dalam memberikan 
putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim 
tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa 
memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-
pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan 
diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan 
memberikan keadilan.65 
Menurut Bismar Siregar, dasar kemandirian dan kebebasan hakim 
sangat bergantung dari pribadinya dan kemandirian hakim bukan terletak 
pada jaminan undang-undang, tetapi kepada iman. Sedangkan Paul 
Scholten mengatakan bahwa suatu putusan nurani (gewetensbeslissing) 
menurutnya merupakan inti putusan hakim. Hakim melakukan sesuatu 
yang lain ketimbang hanya mengamati ke arah untuk keuntungan siapa 
timbangan itu bergerak, ia memutuskan. Putusan itu adalah suatu tindakan 
yang mana akhirnya berakar dalam nurani orang yang melaksanakannya.66    
                                                          
65 Nanda Agung Dewantara, 1987, Masalah kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara 
pidana, Aksara, Jakarta, hlm. 50 
66 Bismar Siregar, 1986, Keadilan Hukum dalam berbagai aspek hukum nasional, Rajawali, Jakarta, 
hlm. 158 
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Ilham, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa,  
mengatakan bahwa penjatuhan pidana itu juga tergantung pada keadaan 
majelis hakim yang memeriksa, Karena setaip hakim punya 
pertimbangannya masing-masing, Hakim dalam menjatuhkan pidana 
apakah itu tinggi ataupun rendah pasti ada pertimbangannya, dia harus 
menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang ia gunakan dalam amar 
putusannya, penjatuhan pidana itu murni kepada majelis hakim. Hakim juga 
selalu mempertimbangkan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu, keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian hukumnya. Hakim selalu meninjau dari sisi 
keadilannya, adil tidak Terdakwa di hukum demikian, atas manfaatnya, 
bermanfaat tidak Terdakwa dihukum demikian, tetapi Hakim juga tetap 
harus menjamin kepastian, bahwa setiap orang yang melanggar itu harus 
dihukum, itu demi menjamin kepastian hukum, jadi dalam putusannya 
seorang Hakim harus mencapai ketiganya tadi.67 
3. Disparitas Pidana yang bersumber dari Terdakwa  
Terdakwa juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 
terjadinya disparitas pidana. Riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan 
ekonomi terdakwa juga bisa menjadi pedoman hakim untuk menjatuhkan 
pidana yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Hal tersebut tertuang 
dalam pertimbangan memberatkan atau meringankan yang ada dalam 
suatu putusan.  
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Mengenai pertimbangan hakim terhadap terdakwa telah diatur dalam 
Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang 
berbunyi :   
1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut,  atau 
dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah  
sebelum  ada  putusan  pengadilan  yang menyatakan  
kesalahannya  dan  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap.   
2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.  
Hal tersebut diatur juga dalam pasal 55 konsep rancangan KUHP 
yang baru, yang berbunyi : 
(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan : 
a. Kesalahan pembuat tindak pidana 
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana 
c. Sikap batin pembuat tindak pidana 
d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau 
tidak direncanakan 
e. Cara melakukan tindak pidana 
f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak 
pidana  
g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi 
pembuat tindak pidana 
h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak 
pidana 
i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga 
korban 
j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, dan/atau 
k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang 
dilakukan 
(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan 
pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, 
dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan 
pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan 
segi keadilan dan kemanusiaan.  
Nampak jelas dalam aturan-aturan diatas, menyebutkan bahwa 
setiap hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada dalam 
diri terdakwa. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pertimbangan hakim 
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terhadap terdakwa sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi berat-
ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal inilah yang kemudian dapat 
menjadi salah satu sumber terjadinya disparitas pidana karena setiap 
terdakwa masing-masing memiliki motif, karakteristik, dan keadaan yang 
tersendiri terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga 
pertimbangan memberatkan-meringankan tentunya akan berbeda pula. 
Sebagai contoh, hal tersebut terlihat dari pertimbangan-
pertimbangan hakim yang menangani perkara-perkara yang penulis teliti. 
Dari kelima perkara tindak pidana Narkotika yang diteliti penulis, 
pertimbangan-pertimbangan hakim yang terkait dengan keadaan pribadi 
terdakwa adalah : 
A. Pertimbangan yang memberatkan : 
1. Perbuata Terdakwa tidak mendukung program pemerintah 
yang sedang serius mencegah dan memberantas 
penyalagunaan Narkotika 
2. Tindak pidana sejenis yang dilakukan oleh Terdakwa di 
wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa grafiknya 
relatif tinggi dibandingkan dengan tindak pidana lain 
3. Perbuatan Terdakwa secara perlahan-lahan dapat perusak 
generasi muda 
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan generasi 
muda dan tidak mendukung program pemerintah 
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B. Pertimbangan yang meringankan : 
1. Terdakwa sopan dan berterus terang dalam memberikan 
keterangan 
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana 
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya 
4. Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih dapat 
diharapkan memperbaiki diri dikemudian hari 
5. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 
6. Terdakwa tidak berbelit dalam memberikan keterangan 
Terkait dengan hal tersebut, Ilham,S.H.,M.H, Hakim Pengadilan 
Negeri Sungguminasa, mengatakan bahwa dalam memutuskan suatu 
perkara, seorang hakim juga harus melihat keadaan-keadaan yang ada 
dalam diri Terdakwa, hal itu biasanya disebutkan dalam pertimbangan yang 
memberatkan ataupun meringankan dalam putusan. Terkhusus untuk 
tindak pidana Narkotika hal yang paling sering dilihat adalah apakah 
terdakwa pemain lama atau pemain baru, misalnya dalam persidangan 
terdakwa terbukti cuman pemain baru, ataupun murni seorang korban 
penyalahgunaan Narkotika, atau dia terlibat Narkotika Karena 
pergaulannya, kadang itu meringankan, jadi dalam persidangan, hakim 
harus menggali keadaan terdakwa baik itu melalui keterangan saksi 
ataupun dari keterangan terdakwa sendiri.68 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan mengenai disparitas 
pidana dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika diatas, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Disparitas pidana sangat tampak terjadi pada putusan perkara 
tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, walaupun dengan 
indikator-indikator yang sama seperti, pelaku tindak pidana, objek 
tindak pidana, dan tindak pidana itu sendiri. Hal itu sangat tampak 
apabila diperbandingkan kuantitas pidana yang dijatuhkan pada 
putusan-putusan yang diteliti. Selain itu, Jumlah Narkotika yang 
menjadi barang bukti dalam perkara tindak pidana 
penyalahgunaan Narkotika juga seringkali menjadi salah satu 
indikator terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak 
pidana Narkotika.  
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam 
perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dapat 
dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu:  
a. Disparitas pidana yang bersumber dari sistem hukum dan 
falsafah pemidanaan;  
b. Disparitas pidana yang bersumber dari Majelis Hakim; 
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c. Disparitas pidana yang bersumber dari terdakwa. 
B. Saran  
1. Untuk meminimalisir disparitas pidana, perlu adanya pedoman 
pemberian pidana, ini akan memudahkan hakim dalam menetapkan 
pemidanaannya, pedoman pemidanaan itu memuat hal-hal yang 
bersifat subyektif yang menyangkut pelaku tindak pidana dan juga 
hal-hal yang bersifat objektif yang menyangkut hal-hal yang ada di 
luar pelaku tindak pidana. Dengan adanya Pedoman pemidanaan ini 
akan membuat penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih 
dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu. Karena 
masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak tapi 
bagaimana disparitas tersebut harus “reasonable”. 
2. Untuk meminimalisir disparitas yang ada dalam hakim mengambil 
putusan, maka pencantuman seperti yurisprudensi atau doktrin bisa 
diwajibkan dan bukan sekedar himbauan. 
3. Untuk menghindari disparitas pidana sebaiknya pembuat undang-
undang perlu meninjau kembali batas maksimum dan minimum 
sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang diatur 
dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
4. Pentingnya pendidikan dan evaluasi secara berkala yang dilakukan 
oleh Mahkamah Agung sebagai sarana kontrol bagi kinerja hakim.  
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